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ABSTRAK 
Melati Lie (E21111299), Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo, xi+104halaman+1tabel+2Gambar+22Pustaka(2005-
2012)+15Lampiran 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisisefektivitas sistem pengukuran 
kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo dalam 
mengukur kinerja organisasi per periode.Metode penelItian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk menganalisis kenyataan dari kejadian.Unit 
analisis pada penelitian kali ini yakni efektifitas pengukuran kinerja badan 
kepegawaian daerah kota palopo. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah 
Wawancara, Observasi dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi 
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) 
suatu organisasi. Kemudian pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu 
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja 
kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan 
dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.Tahapan pengukuran 
kinerja organisasi menurut wirawan dimulai dari penyusunan rencana kerja, 
analisis pekerjaan untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang 
dilakukan, melakukan job description, menetapkan standar kinerja, indikator 
kinerja dan terakhir mengukur kinerja.Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa 
sistem pengukuran kinerja yang diterapkan badan kepegawaian daerah kota 
palopo belum efektif. Karena pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh BKD 
Kota Palopo tidak tersusun secara sistematis. 
Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, pengukuran Kinerja 
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ABSTRACT 
Melati Lie (E21111299), Effectiveness of Performance Measurement Regional 
Employment Board Palopo, xi + 104halaman + 1tabel + 2Gambar + 22Pustaka 
(2005-2012) 
This study aimed toanalize  the effectiveness of the performance measurement 
system used by the Regional Employment Board Palopo in measuring 
organizational performance per period. The research method used in this study is 
a qualitative approach in which the study was a descriptive study is to determine 
or describe the reality of events. The unit of analysis in this study the 
effectiveness of performance measurement staffing agency palopo city area. This 
type of research used by the authors in this study is a qualitative descriptive. Data 
collection techniques are interviews, observations and documents related to the 
research. Data analysis techniques in this research qualitatively. 
Performance is an overview of the level of achievement of the implementation of 
an activity / program / wisdom in realizing the goals, objectives, mission, vision of 
the organization as stated in the formulation of strategic schemes (strategic 
planning) an organization. Then the measurement of performance is the result of 
a systematic assessment and performance indicators are based on group 
activities such as indicators of inputs, outputs, outcomes, benefits, and impacts. 
Performance measurement is used as a basis for assessing the success and 
failure of the implementation of activities in accordance with the goals and 
objectives that have been set in order to realize the vision and organizational 
performance measurement misi.Step starting from the preparation  by Wirawan of 
work plans, job analysis to obtain information about the work done, do the job 
description , establish performance standards, performance indicators and the 
last measure of performance.  The result of this study explains that the 
performance measurement system implemented staffing agency palopo city area 
has not been effective. Due to performance measurement conducted by BKD 
Palopo not systematically arranged 
Keywords: Effectiveness, Performance, Performance measurement 
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Bab I 
Pendahuluan 
 
Semua organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah. 
Sebagai akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, Dengan demikian, 
sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi,  agar 
tidak tertinggal. Tidak terelakkan bahwa, perubahan lingkungan organisasi yang 
kompleks dan dinamis ini akan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk 
berkompetensi dan mempertahankan daya saingnya (http://www.academia.edu/) 
Dalam ilmu administrasi yang dikenal dengan paradigma New Public 
Management. Pada dasarnya peradigma ini memiliki penekanan pada perilaku 
birokrasi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Paradigma New Public 
Management menawarkan konsep  agar para pemimipin birokrasi meningkatkan 
produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik yang lebih 
efisien. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semua 
pekerjaan sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil, mereka tidak lagi melakukan 
rowing untuk menyapu bersih semua pekerjaan melainan mereka melakukan 
steering dalam membatasi pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, dan 
mengarahkan yang strategis saja. (Miftah thoha : 2008 : ilmu administrasi publik 
kontemporer) 
Paradigma New Public Management mengacu pada perbaikan kualitas 
pelayanan sehingga menghasilkan pelayanan yang prima, melahirkan sumber 
daya manusia yang berintegritas, memiliki daya saing serta berproduktivitas 
tinggi. Selain itu, New Public Management diarahkan pada prinsip fleksibilitas, 
pemberdayaan, inovasi dan orientasi hasil, outsourcing, dan contracting out, 
serta manajemen dan anggran berbasis kinerja (Keban, 2008). 
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Organisasi tak pernah terhindar dari masalah, ketika masalah yang satu 
selesai masalah yang lain bermunculan. Perkembangan jaman menuntut adanya 
perubahan. Menuntut adanya banyak perbaikan untuk bisa menyesuaikan 
dengan tuntutan dan kebutuhan para stakeholder terkait. 
Kepuasan stakeholder menjadi salah satu kunci indikator dalam banyak 
keberhasilan sebuah organisasi tersebut dikelola dengan baik atau tidak. 
Parameter keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh banyak faktor, mulai 
dari faktor sumber daya manusia, sumber daya organisasi, sampai ketersediaan 
sumber daya lain yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Organisasi 
tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Pengaruh internal 
maupun pengaruh eksternal. Mulai dari pengaruh positif maupun pengaruh 
negatif dari dalam dan luar lingkungan. Singkat kata organisasi tumbuh dan 
berkembang layaknya seorang manusia. Tumbuh membutuhkan pikiran, waktu, 
tenaga, dan sumber kebutuhan organisasi lainnya. Seiring dengan 
berkembangnya organisasi menuju arah pertumbuhan, tentu memerlukan banyak 
kebutuhan untuk memajukan organisasi. Semakin besar sebuah organisasi,  
semakin banyak pula tantangan dan masalah yang akan dihadapi. 
(https://www.djkn.kemenkeu.go.id ) 
Sumber daya manusia yang merupakan komponen utama suatu 
organisasi dan menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas 
organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar 
belakang pendidikan, usia,  jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam 
suatu organisasi sehingga tidak seperti mesin, uang dan material, yang sifatnya 
pasif sehingga sepenuhnya dapat dikuasai dan diatur sesuai keinginan dalam 
mendukung tercapainya tujuan organisasi (Febi Riska : 2012), tuntutan 
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pemenuhan sumber daya yang berkualitas selaras dengan bunyi dari  Undang-
Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pasal 3 yaitu : 
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, 
dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan 
pembangunan 
Pembahasan mengenai kinerja organisasi pemerintah menjadi hal yang 
menarik. Di negara Indonesia sendiri organisasi pemerintahan sering diidentikkan 
dengan pegawai negeri yang lamban, korupsi dan berbagai instansi 
pemerintahan yang melanggar disiplin kerja seperti masuk kerja dan pulang tidak 
sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Fenomena seperti ini merupakan hal 
yang biasa kita temui dalam wajah pemerintahan Indonesia. (Halim : 2012) 
 Kinerja pada dasarnya menitikberatkan permasalahan pada proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan juga hasil yang di dapatkan setelah 
melaksanakan pekerjaan. Pada Instansi pemerintahan kinerja biasa disebut 
sebagai sebuah jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan awal dari program 
kerja serta kebijakan yang telah ditetapkan. Hal mengenai kinerja sangatlah 
penting, karena kinerja merupakan salah satu tolak ukur terpenting dari kualitas 
organisasi. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah merupakan salah satu 
strategi pembangunan untuk sebuah Negara dalam menjalankan proses 
kenegaraannya. (Halim :2012) 
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Kinerja dijabarkan langsung dari visi misi organisasi, penilaian kinerja 
dilakukan secara transparan dan objektif, penilaian kinerja menjadi bahan 
diagnosis dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Setiap organisasi wajib 
menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang dimaksud 
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu 
organisasi. Penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik 
spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang 
diukur dan dapat dikuantitatifkan dan terukur (Moeheriono : 2012 :IKU) 
Peningkatan kinerja dapat diukur/dinilai dengan adanya sistem 
pengukuran kinerja. Ginting (2009) mengindikasikan bahwa penilaian kinerja 
dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robertson (dalam Mahmudi, 2005) 
mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian 
kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam 
menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil 
kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan 
(http://digilib.unimed.ac.id ) 
Sementara itu, dalam organisasi publik sulit untuk ditemukan alat ukur 
kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi 
publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, 
kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah 
demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan 
tentang ukuran kinerja organisasi publik. (Febi Rika : 2012) 
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Adapun penggunaan sistem Lakip sebagai metode evaluasi kinerja akhir 
dirasa belum efektif, sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan LAKIP 
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) juga dirasa belum efektif 
untuk mengukur kualitas kinerja pegawai maupun organisasi, dapat diidentifikasi 
beberapa permasalahan dalam penyusunan LAKIP, antara lain : (a). 
Pelaksanaan manajemen kinerja yang masih berorientasi pada “output” daripada 
“outcome”; (b). Kualitas perencanaan kinerja yang belum menggambarkan alur 
logika program dan kinerja yang logis; (c). Penetapan kinerja baik kinerja utama 
maupun kinerja sasaran atau kinerja program yang belum berorientasi hasil 
(outcome); (d). Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta 
dibahas dalam LAKIP; (e). Belum dimanfaatkannya LAKIP dalam penyusunan 
rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya 
(http://www.academia.edu) 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo sebagai instansi yang 
mempunyai fungsi memberi pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif 
dan efisien dan mengoptimalkan kinerja aparatur pengelola kepegawaian. Oleh 
karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo sebagai organisasi publik 
dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi yang lebih optimal baik dari segi 
pelaksanaan program kerja maupun pemberian layanan kepada seluruh pegawai 
negeri sipil lingkup kota Palopo. Melihat dari tugas dan fungsi yang begitu besar 
maka tuntutan untuk hasil kinerja yang optimal merupakan keharusan yang harus 
diwujudkan. Melalui sistem pengukuran kinerja maka sebuah organisasi menilai 
atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan serta memberi umpan balik kepada manajemen 
dalam bentuk informasi mengenai pelaksanan suatu rencana dan titik-titik 
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dimana perubahan memerlukan penyesuaian penyesuaian atas aktivitas 
perencanaan dan pengendalian. (http://www.bkdpalopo.ac.id/public/)  
Sementara itu di kota palopo sendiri masih banyak kasus tentang 
kepegawaian yang terjadi dan ini merupakan tanggung jawab dari Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Palopo, salah satunya yang dimuat pada website 
(www.iyaa.com) tentang “Honorer Siluman” berikut kutipan beritanya 
 “masih banyak penerimaan honorer K-2 yang dilakukan oleh mantan 
lurah atau mantan camat.Mantan camat dan lurah tersebut seolah-olah 
masih menjabat camat/lurah, terus membuat SK honorer K2. Jadi kalau ini 
masih terjadi, apa gunanya ditutup pendaftaran,'' terang Marjono.Marjono 
mengatakan, ia tidak ingin melihat hononrer jadi bom waktu. Karena, 
banyak masyarakat dijanji masuk pendataan honorer K2 yang sebenarnya 
sudah ditutup. ''Di sini juga terdapat indikasi penipuan. Jadi DPRD harus 
segera menyikapi ini agar tidak jadi masalah besar di kemudian hari,'' 
katanya.  
Kemudian yang dimuat pada website (www.palopoberita.com) pada april 
2013 tentang “BKD Tampung 153 Pengaduan” bahwa di BKD Kota Palopo 
banyaknya keluhan masyarakat/pegawai tentang honorer K2. Berikut 
kutipan beritanya ;’ 
“Ratusan honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang ingin 
mengadu keberuntungan lolos sebagai honorer kategori 2 (K2), akan 
menuai kekecewaan. Masalahnya, mereka dipastikan tidak akan 
diakomodir karena tidak dilengkapi SK 2005. Honorer 'siluman' ini, 
terkesan dipaksakan, karena tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap 
diakomodir beberapa tahun lalu. ''Aturannya sudah jelas, honorer yang 
tidak memiliki SK 2005 tidak mungkin kita akomodir. BKD yang verifikasi 
tahap awal, namun kalaupun kita kirim, tetap akan gugur di Kemenpan 
dan BKN, jika tidak memiliki SK 2005,'' tegas Kepala BKD Palopo, Andi 
Muh Nur Palullu, melalui Sekretarisnya, Drs Syarifuddin MSi, Selasa, 16 
April kemarin di ruang kerjanya” 
 Dari beberapa kasus diatas peneliti berpendapat bahwa kinerja 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo yang belum optimal dalam 
memberi pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien,  
7 
 
Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kinerja organisasi Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Palopo, dengan judul penelitian Efektivitas 
Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 
belakang maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 
berikut : 
Bagaimana efektivitas pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Palopo? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis efektivitas pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Palopo 
I.4 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil 
bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat akademis 
Manfaat dari segi akademis sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas 
kinerja organisasi, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
mengenai teori organisasi dan manajemen sumber daya manusia 
2. Manfaat praktis 
Sebagai bahan masukan baik terhadap atasan maupun bawahan yang 
berada pada Badan Kepegawaian Kota Palopo terkait dengan kinerja organisasi 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1  Konsep Efektivitas 
II.1.1 Pengertian  Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. 
Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan 
operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat 
pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. 
Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,sejauh mana 
seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini. Ini dapat 
diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan 
yang direncanakan , dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu,tenaga 
dan yang lain. 
Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan 
jangka panjang (Robbin dalam Pabundu Tika 2005:129). Efektivitas dapat 
didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau meggunakan suatu 
metode untuk melakukan sesuatu (efektif=do right things) (Triton Pb : 2010 :80). 
Efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri dan 
tumbuh , lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya. (Schein dalam Pabundu Tika 
2005:129). 
Konsep efektivitas yaitu : suatu ukuran yang dinyatakan seberapa jauh 
target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai 
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maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada 
keluaran. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) 
berorientasi ke pencapaian efektivitas. (Saxena (1986 :07) dalam Adam Ibrahim 
Indrawijaya). 
Keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian 
organisasi atas tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang didekati 
berdasarkan nilai-nilai bersaing dari nilai-nilai organisasinya. Istilah efektif 
(efektive) menunjukkan seberapa baik proses atau ukuran dalam memenuhi 
pencapaian tujuan organisasi. (Nevizond Chatab : 2007 : 18) 
II.1.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas 
Ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas 
organisasi, ialah; (1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi, (2) 
Karakteristik lingkungan intern dan ekstern, (3) Karakteristik karyawan dan 
Kebijakan praktik manajemen. Jadi ada tujuh variabel yang berpengaruh 
terhadap efektivitas yaitu struktur, teknologi lingkungan ekstern, lingkungan 
intern, karakteristik karyawan pada organisasi, prestasi kerja karyawan, dan (4) 
kebijakan manajemen. (dalam Sutrisno 2011:125). Jadi, ada tujuh variabel yang 
berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu struktur, teknologi, lingkungan ekstern, 
lingkungan intern, keterikatan karyawan pada organisasi, prestasi kerja 
karyawan, dan kebijakan manajemen. 
Teknologi, struktur, dan efektivitas. Teknologi selain berpengaruh terhadap 
efektivitas, juga sangat dominan pengaruhnya terhadap struktur organisasi. 
Struktur ialah pembagian pekerjaan, pengelompokan, spesialisasi, koordinasi, 
dan sebagiannya yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan (schernerhorn. 
1986). Struktur sendiri berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi, ada saling 
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berhubungan antar variabel teknologi dan variabel structural. Perbedaan 
teknologi juga mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap efektivitas; lain 
teknologinya lain juga efektivitasnya; demikian juga perbedaan struktur akan 
berpengaruh beda pula dengan efektivitas. 
Lingkungan, struktur, dan efektivitas. Penilitian yang paling dini mengenai 
pengaruh lingkungan terhadap efektibitas organisasi ialah yang dilakukan oleh 
Burn dan Stalker (1961), yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 
lingkungan timbul dari 2 jenis sistem manajemen, yaitu (1) sistem organik dan (2) 
mekanistik. Mereka adalah pendukung determinisme lingkungan, yang 
berpendapat bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan oleh faktor 
ekstern. Manajemen harus memahami baik-baik kondisi lingkungan, dan 
menyesuaikan struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi dan 
memanfaatkan kondisi-kondisi lingkungan. Sistem manajemen organik ataukah 
sistem manajemen kanistik dapat efektif di tempat masing-masing asal sesuai 
lingkungannya. Chandler (1982) lebih memperhatikan pengaruh perubahan 
perubahan lingkungan terhadap efektivitas organisasi. 
Motivasi dan imbalan. Motivasi adalah suatu proses yang membangkitkan, 
mengarahkan, dan mempertahankan perilaku selama jangka waktu tertentu 
untuk mencapai tujuan. Banyak teori mengenai motivasi yang dikaitkan dengan 
perilaku dan pekerjaan, tetapi yang mengaitkan dengan keputusan pekerjaan 
untuk berproduksi dalam pekerjaan, ialah model prestasi. Menurut Porter dan 
Lawyer (1968), model ini ada dua kelompok faktor yang mendukung motivasi 
untuk berbuat, yaitu faktor individu dan faktor organisasi yang paling ialah 
kebutuhan, sedangkan dari faktor organisasi yang paling berpengaruh ialah 
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faktor-faktor lainnya, seperti struktur, teknologi, gaya kepemimpinan, persepsi 
peran, dan budaya organisai. 
Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa 
efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan. 
Menurut pandangan ini, efektivitas organisasi diukur berdasarkan seberapa 
besar keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini, misalnya keuntungan lebih 
besar, maka berarti organisasi makin efektif bila jumlah pengeluaran makin lama 
makin menurun. Dengan perkataan lain, menurut teori ini efektivitas organisasi 
ditentukan oleh efisiensinya (indrawijaya,1986:226) 
Gibson et al.1987 mengemukakan kriteria efektivitas organisasi terdiri dari lima 
unsur, yaitu : 
1. Produksi 
Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama 
organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan,penjualan,pangsa 
pasar,dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. 
Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh 
pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan. 
2. Efisiensi 
Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaaan 
sumber daya yang langka oleh organisasi.Efisiensi adalah perbandingan 
antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan 
modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan 
sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan 
biaya atau waktu yang digunakan 
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3. Kepuasan 
Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan 
organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran 
kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi,  
kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya 
4. Keadaptasian 
Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan 
organisasi terhadap perubahan ekstenal dan internal. Perubahan-perubahan 
eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, dan 
sebagainya, serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan 
dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan. 
5. Kelangsungan Hidup 
Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung 
jawab organisasi perusahaan dalam memperbesa kapasitas dan potensinya 
untuk berkembang (Moh.Pabundu Tika Budaya 129-130) 
Menurut Robbins (1994:58) dalam Adam Ibrahim) ada empat pendekatan dalam 
memandang efektivitas suatu organisasi yaitu sebagai berikut : 
1. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approachs) 
2. Pendekatan sistem (system approachs) 
3. Pendekatan konstituensi strategis (strategic-constituencies-approach) 
4. Pendekatan nilai-niai yang bersaing (competing values approachs) 
II.2 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 
 II.2.1 Pengertian  Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan 
pemanfaatan pegawai dalam tangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, 
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organisasi, masyarakat, bhangsa dan internasional yang efektif (Moses N. 
Kiggundu 1989 dalam Ambar Teguh : 2009 : 13) 
 Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, 
pengembangan, pemberian kmpensasi, pengintegrasia, pemeliharaan, dan 
pelepasann sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, 
organisasi dan masyarakat. (Edwin B. Flippo yang dikutip leh ohandoko 1994 
dalam Ambar Teguh :2009 : 12) 
 II.2.2Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki fungsi oprasional yaitu : 
1. Pengadaan sumber daya manusia. 
Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam 
memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan (jumlah dan mutu) 
untuk mencapai tujuan organisasi 
2. PengembanganSumber Daya Manusia 
Ini merupakan proses peningkatan pengetahuan dan eterampilan melalui 
pendidikan dan pelatihan 
3. Pemberian Kompensasi 
Kompensasi merupakan imbalan yang dibayaran kepada karyawan atas 
jasa-jasa yang telah memberi sumbanganepada perusahaan 
4. Pengintegrasian 
Integrasi berarti mencocokkan keinginan karyawan dengan kebutuhan 
organisasi 
5. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia  
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Pemeliharaan karyawan berart mempertahankan karyawan untuk tetap 
berada pada organisasi sebagai angota yang memiliki loyalitas dan 
ksetiaan yang tinggi (Wilson Bangun : 2007 :9 ) 
II.2.3Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia 
Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia akan dapat memberi berbagai 
manfaat baik pada organisasi/perusahaan, berikut adalah manfaat MSDM pada 
organisasi/perusahaan (Nawawi:2000) : 
a. Organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi SDM 
b. Organisasi atau perusahaan akaan memiliki hasil analisis 
pekerjaan/jabatan 
c. Orgnisasi atau perusahaan akan memiliki kemampuan dalam menyusun 
dan menetapkan perencanaan SDM 
d. Organisasi atau perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi dan 
efektiivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja 
e. Organisasi atau perusahaan akan dapat melakukan pelatihan secara 
efektif dan efisien 
f. Organisasi atau perusahaan akan dapat melakukan penilaian kerja 
secara efisien dan efektif 
g. Organisasi atau perusahaan akan dapat melaksanakan program dan 
pembinaan karier secara efisien dan efektif 
h. Organisasi atau perusahaan akan dapat menyusun skala upah (gaji) dan 
mengatur kegiatan berbagi keuntungan/manfaat lainnya dalam 
mewujudkan sistem balas jasa bagi para pekerja 
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Adapun manfaat bagi para pekerja (Nawawi:2000) adalah sebagai berikut : 
a. Pekerja memperoleh rasa aman dan puas dalam bekerja 
b. Pekerja memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 
c. Mempermudah pekerja memperoleh keadilan dan perlakuan yang tidak 
menguntuungkan 
d. Pekerja memperoleh penilaian karya yang objektif 
e. Para pekerja melalui Manajemen akan memperoleh gaji/upah dan 
pembagian keuntungan/manfaat lainnya 
II.3 Konsep  Kinerja 
II.3.1 Pengertian Kinerja 
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering 
diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi. Kinerja pada dasarnya 
dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. 
Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. 
Sedangkan Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 
organisasi. 
Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 
tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasikan selama 
satu periode. (Irham Fahmi : 2010 :2) 
Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 
dengan tujuan strategis organisasi, kepuasaan konsumen, dan memberikan 
kontribusi ekonomi. (Amstron dan Baron (1998:15) dalam Wibowo) 
Sedangkan Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran 
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / 
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kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang 
tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi 
Kinerja merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-
fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. 
(Bernardin & Russel dalam Rakhmat 2009 :180) 
Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. 
Pengertian menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan 
paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu Whitmore mengemukakan 
pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambarnya 
tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang. (Whitmore dalam Hamzah 
B dan Nina Lamatenggo (2012:59)) 
Selain itu kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas 
pokok yang dibebankan kepadanya. (King dalam Hamzah dan Nina Lamatenggo 
(2012:59)) 
Menurut Prawiro Suntoro, 1999 mengemukakan bahwa kinerja adalah 
hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 
organisasi dalam rangka mencapai tujuan orgnisasi dalam periode waktu 
tertentu. (Pabundu Tika 2005:121) 
 Menurut Harmani Pasolong yang dikutip oleh Irham Fahmi  (2010:5) 
bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu : 
a. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang 
berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-
sendiri atau kelompok 
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b. Dalam melaksanakan tugas,lembaga diberikan  wewenang dan tanggung 
jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaaan 
untuk ditindaklanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik 
c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam 
melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti 
aturan yang telah ditetapkan 
d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain 
mengikuti aturan yang ditetapakan, tentu saja pekerjaan tersebut 
haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku 
II.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 
Menurut Amstrong (1998 :16-17) ada beberapa faktor faktor yang 
mempengaruhi Kinerja yaitu : 
1. Faktor Individu (personel factors). Faktor individu berkaitan dengan 
keahlian, motivasi, komitmen, dll 
2. Faktor kepemimpinan (leadership factors). Faktor kepemimipianan 
berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh 
pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja 
3. Faktor kelompok/rekan kerja (team factors). Faktor kelompok/rekan kerja 
berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja 
4. Faktor sistem (system factors). Faktor sistem berkaitan dengan sistem / 
metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi 
5. Faktor situasi (contxtual/situational factors). Faktor situasi berkaitan 
dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal 
maupun eksternal. 
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Sedangkan menurut Gibson dalam Moeheriono (2011:66) ada tiga faktor 
mempengaruhi kinerja yaitu : 
1. Faktor individu : kemampuan, keterampilan, latarbelakang keluarga, 
pengalaman tingkat sosial dan demografi seseorang 
2. Faktor Psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 
kepuasan kerja 
3. Faktor Organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 
sistem penghargaan (reward system) 
Marwansyah mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadi 
penyebab utama masalah-masalah kinerja antara lain : 
1. Pengetahuan atau keterampilan. Karyawan tidak tahu bagaimana 
menjalankan tugas-tugas secara benar kurangnya keterampilan 
pengetahuan atau kemampuan 
2. Lingkungan. Masalah tidak berhubungan dengan karyawan, tetapi 
disebabkan oleh lingkungan kondisi kerja,  proses yang buruk, 
ergonomika dll 
3. Sumber Daya. Kurangnya sumber daya atau teknologi 
4. Motivasi. Karyawan tahu bagaimana menjalankan pekerjaan, tetapi tidak 
melakukannya secara benar. Ini mungkin saja disebabkan oleh proses 
seleksi yang tidak sempurna 
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kinerja diatas, penulis 
mendefinisikan bahwa kinerja sebagai hasil pekerjaan dari seseorang / kelompok 
untuk mencapai tujuan dalam organisasi pada periode tertentu. Dan dapat 
dipahami bahwa konsep kinerja tidak hanya pada kinerja individu saja tetapi 
kinerja kelompok dalam organisasi 
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II.4 Konsep Pengukuran Kinerja 
II.4.1 Pengertian Pengukuran Kinerja 
Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 
selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan 
atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan atau 
apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengaan yang diharapkan. 
Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik 
dan didasarkan pada kelompok indikator kinerj kegiatan yang berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja 
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dalam rangka mewujudkan visi dan misi ( Achmad Amins : 2012 : 97-98) 
Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk 
mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran 
kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Untuk 
dapat memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini 
(Wibowo:2007:229) 
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan 
sasaran. (James B. Whittaker, 1993 dalam Sedarmayanti (2007:195)) 
Dalam Reference Guide yang dikutip oleh Moeheriono pengukuran 
kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai 
dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus sebaga alat 
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.  
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Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran setiap tindakan 
dan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai. Dalam 
rangka mencapai tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. (Hardiyansyah 
(2012:103)) 
Hamzah B dan Nina Lamatenggo dalam bukunya yang berjudul Teori 
Kinerja dan Pengukurannya mengatakan bahwa kinerja mempunyai lima 
dimensi, yaitu kualitas kerja, kecepatan atau ketepatan kerja, inisiatif dalam 
bekerja, kemampuan dalam bekerja, dan kemampuan mengkomunikasikan 
pekerjaan 
Wibowo mengatakan bahwa pengukuran kinerja yang tepat dapat 
dilakukan dengan cara : 
1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 
terpenuhi 
2. Mengusahan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan 
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja 
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menetukan apa yang perlu 
prioritas perhatian 
5. Menghindari konseuensi dari rendahnya kualias 
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya 
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan 
Dalam pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh tujuan yang ideal untuk 
dicapai, sehingga dalam tahapan pengukurannya harus aktual/nyata dengan 
mengidentifikasikannya terlebih dahulu ke dalam komponen operasional. 
Kinerja organisasi dapat dilihat dari visi dan misi yang ada , kinerja proses 
dapat dilihat dari prosedur standar operasi, dan kinerja pegawai dapat dilihat dari 
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petunjuk kerja manual yang ada. Sehingga penggambaran visi dan misi suatu 
organisasi harus mampu menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 
dalam suatu organisasi yang dirumuskan dalam sebuah tugas pokok dan fungsi 
yang akan menjadi satuan kinerja dalam menciptakan aktivitas atau kegiatan 
pekerja atau pegawai. Dengan demikian kinerja lebih diorientasikan pada 
pekerjaan itu sendiri dalam memberikan hasil, dampak, dan manfaat bagi 
masyarakat maupun bagi pegawai itu sendiri. 
II.4.2 Kriteria Ukuran Kinerja 
Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif sehingga 
diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang sama diharapkan 
memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara objetif dan adil. Kriteria 
suatu ukuran kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998:272) seharusnya 
adalah : 
a. Dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara 
organisasinal penting dan mendorong kinerja bisnis 
b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang 
berkepentingan 
c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan 
bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka 
d. Mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran 
e. Dapat didiverifikasi, dengan mengusahakan informasi yang akan 
mengonfirmasikan tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi 
f. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran 
dan ketersediaan data 
g. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan 
22 
 
h. Bersifat komperehensif, mencakup semua aspek kinerja sehingga 
keluarga ukuran tersedia. 
II.4.3 Ukuran Kinerja Efektif 
Ukuran kinerja pada saat yang sama pula merupakan sasaran organisasi. 
Ukuran ini memberikan pengukuran yang jujur tentang progres atau prestasi 
inidividu dan tim. Ukuran kinerja akan memberikan umpan balik yanng terbaik 
Kunci untuk menciptakan ukuran kinerja yang efektif adalah sebagai berikut : 
a. Ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok 
individu nyata. Ukuran Kinerja yang efektif akan selalu membantu orang 
memonitor, mengontrol, mengelola, mendiagnosis, memperbaiki atau 
merencakanan beberapa aspek pekerjaan menjadi lebih baik 
b. Ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada penguna yang 
dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu 
merupakan atribut penting terhadap kegunaan, ukuran kinerja yang baik 
harus disampaikan pada waktu yang tepat sehingga benar-benar dapat 
dipergunakan 
c. Ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang 
tepat, atau dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat . Oleh 
karena itu, harus diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan 
informasi sehingga dapat dihindari untuk kemunginana jatuh pada orang 
yang tidak tepat 
d. Ukuran Kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan 
mudah. Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi mendalam 
untuk memahami arti pentingnya. Ukuran kinerja berisi beberapa tipe 
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dasar perbandingan yang cepat membiarkan pengguna membandingkan 
tingkat kinerja yang diinginkan dengan tingkat kinerja sekarang. 
e. Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. 
Penggunaan warna harus memberikan makna yang sama untuk 
semuanya sehingga diperlukan pedoman yang ditentukan lebih dahulu 
II.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja 
Mengutip dari Modul Manajemen Berbasis Kinerja oleh Nelman 
menuliskan bahwa ada bebaerapa manfaat Pengukuran Kinerja yaitu : 
1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 
membawa perubahan lebih dekat pelanggannya dan membuat seluruh 
orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada 
pelanggan 
2. Memotivasi para pegawai untuk melakuan pelayanan sebagai bagian dari 
mata rantai pelanggan dan pemasok internal 
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-
upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. 
4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur, menjadi 
lebih nyata sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 
5. Membangun komitmen untuk melakukan suatu perubahan dengan 
melakukan evaluasi atas perilaku yang diharapkan tersebut. 
Sedangkan menurut Moeheriono (2011:73) manfaat dari pengukuran 
kinerja terhadap organisasi publik adalah sebagai berikut : 
a. Pengukuran kinerja membantu pimpinan instansi pemerintah dalam 
penentuan tingkat pencapaian tujuan yang perlu dicapai 
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b. Memberikan umpan balik bagi para pengelola dan pembuat keputusan di 
dalam proses evaluasi dan perumusan tindak lanjut, dalam rangka 
peningkatan kinerja pada masa yang akan datang 
c. Menjadikan alat komunikasi pimpinan, organisasi, pegawai dan para 
stakeholders eksternal 
d. Menggerakkan instansi pemerintah ke arah yang positif. Namun bila 
sistem pengukuran kinerjanya buruk, maka dapat menyebabkan 
organisasi menyimpang jauh dari tujuan 
e. Mengidentifikasikan kualitas pelayanan istansi pemerintah. 
II.4.5 Ruang Lingkup pengukuran kinerja 
Ruang lingkup pengukuran kinerja antara lain meliputi : 
a. Kebijakan (policy), untuk membantu dalam pembuatan dan penerapan 
kebijakan 
b. Perencanaan dan Pengganggaran, untuk membantu perencanaan dan 
penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan 
terhadap rencana 
c. Kualitas (quality), untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan 
maupun keefektifan penggunaaan sumber daya 
d. Kehematan (economy), untuk mereview pendistribusian dan keefektifan 
penggunaan sumber daya 
e. Keadilan (equity), untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani 
semua masyarakat 
f. Pertanggungjawaban (accountability), untuk meningkatkan pengendalian 
dam memengaruhi pembuatan keputusan. 
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II.4.6 Tahapan Dalam Pengukuran Kinerja 
1. Penyusunan Rencana Kerja 
Perencanaan kerja merupakan berhubungan dengan masa yang akan 
datang, implikasi, perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi/ predeksi, 
penjadwalan kegiatan, memonitoring dan evaluasi. Rencana kerja ini akan 
menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. 
Rencana kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita 
organisasi. 
Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses 
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada 
tiap jenis manusia. (Bintoro Tjokroamidjojo:12) 
2. Melakukan analisis pekerjaan 
Dalam menganalisis pekerjaan penting untuk diperhatikan berbagai aspek 
untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh 
organisasi.(Wirawan :2009) 
Aspek yang dievaluasi dalam menganalisis pekerjaan  menurut Wirawan 
yaitu : 
a. Aktivitas 
b. Perilaku kerja 
c. Aktivitas kritikal 
d. Tugas 
e. Tanggung jawab 
f. Kewajiban  
g. Posisi 
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h. Pekerjaan 
i. Okupasi 
j. Karier 
k. Deskripsi pekerjaan 
l. Spesifikasi pekerjaan 
3. Informasi tentang pekerjaan yang dilakukan 
Penggunaan informasi analisis pekerjaan : 
a. Deskripsi pekerjaan 
b. Spesifikasi pekerjaaan 
c. Standar kinerja 
4. Melakukan Job description 
Job description yaitu suatu deskripsi mengenai aktivitas yang 
dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Deskripsi tersebut juga meliputi  peralatan 
yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas dan konsis tempat pekerjaan 
dilaksana umumnkan (Wirawan :2009) 
5. Menetapkan Standar Kinerja 
Standar kinerja adalah tolak ukur  terhadap mana kinerja diukur agar efektif. 
Untuk dapat digunakan sebagai standar kinerja atau tolak ukur maka harus 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Ada hubungan dengan strategi organisasi 
b. Mencerminkan keseluruhan tanggungjawab pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya 
c. Memperhatikan pengaruh faktor-faktor diluar kontrol pegawai 
d. Memperhatikan teknologi dan proses produksi 
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e. Sensitive mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan 
tidak dapat diterima 
f. Memberikan tantangan kepada pegawai 
g. Realistis 
h. Berhubungan dengan kerangka waktu pencapaian standar 
i. Dapat diukur dan alat ukur untuk mengukur standar 
j. Standar harus konsisten 
k. Standar harus adil 
l. Memenuhi ketentuan UU dan peratauran ketenagakerjaan (Wirawan 
:2009) 
6. Menetapkan indikator kinerja 
Indikator Kinerja merupakan kuantitatif dan kualitatif yang telah 
disepakatii dan ditetapkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan.  
Setiap indikator kinerja harus diukur berdasarkan kriteria standar tertentu, 
beberapa kriteria atau ukuran tersebut adalah : 
a. Kuantitatif  
b. Kualitatif 
c. Ketepatan waktu pelaksanaan tugas/penyelesaian produk 
d. Efektif penggunaan sumber organisasi 
e. Cara melakukan pekerjaan 
f. Efek atas suatu upaya 
g. Metode pelaksanaan tugas 
h. Standar sejarah 
i. Standar nol atau absolute (Wirawan : 2009) 
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II.4.7 Prasyarat Keberhasilan Pengukuran Kinerja 
Agar pengukuran kinerja terlaksana dengan baik, maka setiap organisasi harus : 
a. Membuat komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera, 
tidak perlu mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, 
nantinya akan dilakukan perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah 
disusun. 
b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai proses yang berkelanjutan, suatu 
proses yang bersifat interaktif (berulang), dan cerminan dari upaya 
organisasi untuk selalu berupaya memeperbaiki kinerja 
c. Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan 
besarnya organisasi kultur, visi, misi, tujuan, sasaran dan struktur 
organisasi 
II.4.8 Aspek-aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja organisasi 
Sedarmayanti (2007) mengemukakan bahwa ada 6 aspek yang di ukur 
dalam pengukuran kinerja yaitu : 
1. Aspek finansial 
Meliputi anggaran suatu organisasi. Karena aspek finansial dapat dianalogikan 
sebagai aliran darah dari dalam tubuh manusia, aspek finansial merupakan 
aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja 
2. Kepuasan Pelanggan 
Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial 
dalam penentuan strategi organisasi. Dengan demikian banyaknya tuntutan 
masyarakat akan pelayanan pelanggan yang berkualitas, maka organisasi 
dituntut untuk terus menerus memberi pelayanan berkualitas prima. Untuk itu, 
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pengukuran kinerja perlu didesain sehingga pimpinan dapat memperoleh 
informasi relevan atas tingkat kepuasan pelanggan. 
3. Operasi bisnis internal 
Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh 
kegiatan organisasi sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran 
organisasi seperti yang tercantum untuk rencana strategis. Informasi operasi 
bisnis internal diperlukan untuk melaukan perbaikan terus menerus atas efisiensi 
dan efektivitas operasi organisasi 
4. Kepuasan karyawan 
Karyawan merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, apalagi dalam 
organisasi yang banyak melakukan inovasi,peran strategis,karyawana sangata 
nyata. Apalagi karyawan tidak terkelola dengan baik, maka kehancuran 
organisasi sulit dicegah. 
5. Kepuasan Komunitas dan shareholders/stakeholders 
Kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh 
kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran 
kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari stakeholders 
6. Waktu 
Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain 
pengukuran kinerja. Kita sering membutuhkan informasi untuk pengambilan 
keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima, kadang sudah tidak 
relevan/kadaluarsa 
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II.5 Kerangka Pikir 
 Sistem pengukuran kinerja organisasi merupakan sistem penilaian tingkat 
capaian kinerja organisasi dalam kurun waktu tertentu. Menurut Wirawan proses 
pengukuran kinerja berawal dari rencana kerja sebuah organisasi kemudian 
untuk melaksanakan rencana kerja adanya sumberdaya yang berkerja untuk itu 
dibutuhkan analisis pekerjaan untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, 
kemudian adanya job description sebagai wujud mengetahui penempatan 
pekerjaan sesuai dengan jabatannya, yang terakhir adanya indikator kinerja dan 
standar kinerja sebagai patokan bagi pegawai melakukan pekerjaan. Secara 
sistematis seluruh kegiatan pengukuran kinerja mengikuti alur kerangka pikir 
dibawah ini (Gambar : 1) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1  Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti tidak menggunakan metode matematik, 
statistik atau komputer akan tetapi aturan berfikir yang diterapkan sistematis 
dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan data dan 
argumentasi. Deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah 
III.2 Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
berlokasi di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. Pemilihan lokasi ini 
didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo 
merupakan salah satu organisasi publik yang bertanggung jawab melakukan 
pelayanan terhadap pegawai negeri sipil lingkup Kota Palopo, untuk itu Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Palopo dituntut untuk meningkatkan kinerja 
organisasi. 
III.3 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka akan 
memberikan peneliti penjelasan mengenai maksud dan fokus terhadap penulisan 
karya ilmiah ini. 
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1. Penyusunan Rencana Kerja  
Perencanaan kerja berhubungan dengan masa yang akan datang, 
implikasi, perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi/ predeksi, penjadwalan 
kegiatan, memonitoring dan evaluasi. Rencana kerja dijabarkan ke dalam 
distribusi pekerjaan ke setiap unit dan tingkatan di dalam organisasi 
2. Melakukan Analisis Pekerjaan dan Informasi mengenai 
pekerjaan 
Analisis pekerjaan adalah  proses pengumpulan informasi mengenai 
pekerjaan.  Dari analisis ini diperoleh informasi mengenai deskripsi pekerjaan 
dan spesifikasi pekerjaan. 
Dalam melakukan analisis pekerjaan penting untuk diperhatikan berbagai aspek 
sehingga luaran dari analisis pekerja akan diperoleh informasi tentang pekerjaan 
apa saja yang akan menjadi penyusunan indikator kinerja. Aspek yang dimaksud 
adalah jenis aktivitas dan perilaku apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan 
tugas seorang pegawai. Aktivitas penting apa saja yang wajib dilakukan, aktivitas 
kerja dasar yang dapat dijadikan titik anjak penilaian dengan mempertimbangkan 
alasan pegawai melakukan aktivitas yang dimaksud, mengapa harus 
melakukannya serta dukungan sarana dan prasarana yang dibtuhkan. 
3.  Melakukan Job description 
Deskripsi pekerjaan (job description) adalah suatu deskripsi mengenai 
aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Job description  
menggambarkan bagaimana suatu jabatan/pekerjaan itu dilaksanakan, 
bagaimana wewenang, tanggung jawab, hubungannya dengan 
jabatan/pekerjaan lain dan resiko jabatan/pekerjaan tersebut, kondisi lingkungan 
kerja, bahan, alat dan mesin yang dipergunakan. 
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4. Menetapkan Standar kinerja 
Standar kinerja merupakan tolak ukur terhadap mana kinerja diukur agar 
efektif. Penetapan standar kinerja harus berhubungan dengan visi dan misi 
organisasi serta mencangkup seluruh tanggung jawab yang dilaksanakan 
pegawai dalam organisasi. Standar kinerja yang disusun diuraikan ke dalam 
tanggunga jawab setiap jabatan yang diemban disetiap individu disetiap unit 
organisasi yang ada di dalam organisasi. Standar kinerja memiliki sifat 
menantang tetapi juga realistis baik diukur dari sisi target waktu, alat ukurnya 
konsisten dan bersifat adil. 
5. Menetapkan Indikator Kinerja 
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan Indikator. 
Indikator yang ideal adalah : Spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif baik 
kuantitatif maupun kualitatif, dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk 
menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan proses. 
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran setiap tindakan 
dan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai dalam 
rangka mencapai tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. 
 
III.4  Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 
Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci 
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yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang 
dikaji. 
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo 
2. Sekertaris Badan Kepegawain Daerah Kota Palopo 
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kota Palopo 
4. Kepala Bagian pengembangan, pendidikan dan pelatihan BKD Kota 
Palopo 
5. Kepala Bagian pengolahan Data Kepegawaian BKD Kota Palopo 
6. Kepala Bagian Pengadaan dan pemberhentian BKD Kota Palopo 
III.5 Jenis dan Sumber Data 
Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 
sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta 
yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dll 
Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu sebagai  
berikut : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulan langsung dilapangan 
oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 
memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru 
a. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dai sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya 
diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Dan 
sekunder juga disebut juga data tersedia. 
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III.6 Teknik pengumpulan data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 
responden dicatat atau direkam 
b. Observasi 
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean 
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisasi itu, sesuai 
dengan tujuan-tujuan empiris 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 
pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan 
dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus 
dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya 
III.7 Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, 
akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif 
kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai 
masalah penelitian. 
Menurut Bogdan & Biklen (dalam Irawan Prasetya:2006) analisis data 
adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, 
catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang 
kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda 
(terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan 
penemuan anda kepada orang lain. 
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Tujuan analisis data diantara lain : 
a. Data akan diberikan arti makna yag berguna dalam memecahkan 
masalah-masalah penelitian 
b. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat 
dalam penelitian 
c. Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian 
d. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi serta saran-
saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya 
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BAB IV 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
IV. Hasil Penelitian 
IV.1.1Deskripsi Lokasi Penelitian 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo disingkat BKD dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang 
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Palopo yang mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Badan 
Kepegawaian Daerah. 
1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo 
a. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo 
Penetapan visi adalah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan 
suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga 
pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Visi adalah cara pandang jauh 
kedepan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan 
inovatif. 
Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo yang telah ditetapkan adalah “ 
Mewujudkan Aparatur yang Profesional Melalui Percepatan Pelayanan 
Kepegawaian dan Optimalisasi Pembinaan PNS ” 
Visi ini mengandung makna sebagai berikut : 
 Aparatur Yang Profesional : BKD Kota Palopo harus menjadi intuisi yang 
diharapkan mampu mencetak dan membina aparat yang handal dan 
mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diorganisasi masing-
masing 
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 Percepatan Pelayanan Kepegawaian : Terciptanya sistem yang terpadu 
dalam memberikan pelayanan kepegawaian terhadap seluruh stakeholder 
berjalan dengan cepat, tepat, dan ekonomis dengan standar pelayanan 
yang memuaskan. 
 Optimalisasi Pembinaan PNS : Merupakan penyiapan dan pembinaan 
PNS sebagai agenda utama BKD Kota Palopo untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia aparatur baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif dapat dicapai secara optimal. 
b. Misi Badan Kepegawaian Kota Palopo 
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo sebagai berikut : 
 Mengembangkan suasana kerja yang kondusif di lingkungan BKD Kota 
Palopo 
 Mendorong terwujudnya profesionalisme aparatur 
 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan 
administrasi kepegawaian 
 Meningkatkan kualitas pengelilaan dan pelayanan manajemen 
kepegawaian pembinaan karir dan prestasi kerja PNS 
 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur 
 Meningkatkan kesejahteraan pegawai 
c. Tujuan 
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 
waktu 1 samapai 5 tahun. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka 
ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu : 
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 Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kebersamaan untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKD 
 Mengoptimalisasikan kinerja BKD dalam pelayanan administrasi 
kepegawaian secra efekif daan efisien 
 Terwujudnya aparatur yang profesional, responsive, dan 
bertanggungjawab dalam tupoksi masing-masing 
 Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan 
 Mengoptimalkan kinerja aparatur pengelola kepegawaian.. 
2. Keadaan pegawai 
Jumlah pegawai di badan kepegawaian daerah kota palopo per 31 
desember 2013 sebanyak 73 dan sebanyak 45 orang pegawai negeri sipil dan 28 
orang tenaga sukarela. Komposisi pegawai menurut golongan sebagai berikut : 
Golongan IV : 3 orang 
Golongan III : 32 orang 
Golongan II : 9 orang 
Golongan I : 1 orang 
3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Palopo terdiri dari perangkat-perangkat kerja yang ada didalamnya seperti 
dalam struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. Adapun 
susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo terdiri atas : 
a. Kepala Badan 
b. Sekertariat terdiri atas : 
1. Sub bagian umum dan kepegawaian 
2. Sub bagian keuangan 
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3. Sub bagian Penyusunan Program 
c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian terdiri atas 
1. Sub bidang kebutuhan dan pengadaan pegawai 
2. Sub bidang pemberhentian dan pensiun 
d. Bidang Mutasi 
1. Sub bidang mutasi jabatan 
2. Sub bidang mutasi kepangkatan 
e. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Latihan 
1. Sub bidang Diklat struktural dan diklat fungsional 
2. Sub bidang pengembangan dan evaluasi kerja 
f. Bidang Pengolaan Data dan Informasi Kepegawaian 
1. Sub bidang pengolahan data dan pelaporan 
2. Sub bidang informasi dan pengadaan pegawai 
g. Unit pelaksanaan teknis 
h. Kelompok jabatan Fungsional 
4. Tugas dan Fungsi Jabatan 
a. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Kepegawaian Daerah 
dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah 
melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil di daerah 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kepala badan 
b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian 
c. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan kepegawaian daerah 
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d. Melaksanakan pengadaan dan pensiunan pegawai negeri sipil daerah 
e. Melaksanakan pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat pegawai 
negeri sipil di daerah 
f. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri 
sipil di daerah 
g. Pendistribusian tugas, pemberian petunjuk pelaksaan kegiatan kepada 
bawahan serta memonitoring dan mengevakuasi hasil kerjanya. 
h. Membuat laporan hasil kegiatan Badan Kepegawaian Daerah serta 
memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan 
dalam penentuan kebijakan. 
b. Sekretariat 
1. Sekertariat kepegawaian daerah dipimpin oleh seorang sekertaris yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah.  
2. Sekertaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan dan kearsipan 
di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah serta persiapan bahan 
penyuluhan perundang-undangan kepegawaian serta melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud diatas Sekertaris 
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta kebutuhan 
anggaran badan 
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b. Melakukan penelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain 
di bidang kepegawaian daerah 
c. Melaksanakan urusan ketatusahaan dan rumah tangga 
d. Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta keuangan 
e. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat 
f. Pendistribusian tugas dan pemberrian petunjuk pelaksanaan kegiatan 
kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya. 
g. Membuat laporan hasil kegiatan sekertariat serta memberi saran 
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan 
kebijakan. 
Sekertariat terdiri atas : 
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
a. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
sekertariat 
b. Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusat surat menyurat rumah tangga, urusan 
perlengkapan, urusan administrasi laporan serta melaksanakan tugas 
lain yang diberikan oleh sekertaris badan 
Dalam menjalankan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian 
mempunyai tugas : 
1. Melaksanakan urusan ketatatusahaan surat masuk dan keluar 
Badan 
2. Melaksanakan analisis kebutuhan barang inventaris 
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3. Melaksanakan pengarsipan dokumen surat masuk maupun 
surat keluar badan 
4. Melaksanakan penyusunan laporan eadaan barang/inventaris 
badan 
5. Melaksanakan pengolahan data kepegawaian serta 
pengawasan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala PNS 
badan 
6. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan 
kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan 
mengevaluasi hasil kerjanya 
7. Membuat laporan hasil kegiatan sub bagian umum dan 
kepegawaian serta memberikan pertimbangan kepada 
pimpinan untuk menjadi batasan dalam penentuan kebijakan 
2. Sub bagian keuangan 
a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris 
b. Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membuat 
mengkoordinasikan penyusunan perhitungan anggaran badan dan 
mengelola administrasi keuangan serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan sekertaris 
Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala sub bagian keuangan mempunyai 
fungsi : 
a. Membuat/ mengkoordinasikan rencana kerja anggaran badan 
b. Membuat / mengkoordinasikan dokumen pelaksaaan 
anggaran badan 
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c. Membuat / mengkoordinasikan dokumen pelaksanaan 
perubahan anggaran badan 
d. Membuat laporan progosis 6 bulan berikutnya 
e. Membuat laporan pertanggungjawaba keuangan akhir tahun 
f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksaan 
kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan 
mengevaluasi hasil kerjanya 
g. Membuat laporan hasil kegiatan sub bagiamkeuangan serta 
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi 
bahan penentuan kebijakan 
3. Sub bagian penyusunan program 
a. Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh seorang kepala sub 
bagiandibawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris 
b. Kepalasub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana kerja badan serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh sekertariat 
Dalam menjalankan tugas pokok sub bagian penyusunan program mempunyai 
fungsi :  
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja  kegiatan badan 
b. Melaksanakan penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja badan 
c. Melaksanakan penyusunan renstra, renja, rancangan 
anggaran, dokumen anggaran dan perubahan anggaran 
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d. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan 
kegiatan bawahan serta memonitoring dan mengevaluasikan 
hasil kerja 
e. Membuat laporan hasilkegiatan sub bagian penyusunan 
program serta memberikan saran pertimbangan kepada 
pimpinan untuk bahan dalam penentuan kebijakan. 
c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 
1. Bidang pengadaan dan pemberhentian pimpinan sesorang, kepala 
bidang yang dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan 
2. Kepala bidang pengadaan dan pemberhentian mempunyai tugas 
pokok : merencanakan pengadaan pegawai, pemberhentian, pensiun, 
penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah, membimbing, 
mengendalikan dan mengawasi sub bidang kebutuhan dan 
pengadaan pegawai, sub bidang pemberhentian dan pensiun serta 
melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kepala badan.  
Dalam menjalankan tugas pokok, kepala bidang pengadaan dan pemberhentian 
mempunyai rincian tugas : 
a. Menganalisis kebutuhan pegawai 
b. Menyusun formasi CPNS dan mengirim ke Menpan 
c. Melaksanakan seleksi CPNS sesuai juklat dan ketentuan yang 
berlaku 
d. Mengusulkan penetapan NIP ke BKN 
e. Memproses SK CPNS 
f. Memproses berkas pemberhentian PNS, setelah ada 
rekomendasi dari Tim Bina Aparatur dan Bawasda 
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g. Memproses berkas PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun 
h. Pendistribusiantugas dan pemberian petunjuk pelaksaan 
kegiatan kepada bawahan serta memonitoringg dan 
mengevaluasi hasil kerjanya. 
i. Membuat laporan hasil kegiatan bidang pengadaan dan 
pemberhentiankepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam 
penentuan kebijakan.  
Bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai terdiri atas: 
1. Sub bidang kebutuhan dan pengadaan pegawai 
a. Sub bidang kebutuhan dan pengadaan pegawai dipimpin oleh seorang 
kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawabkan 
kepada kepala bidang pengadaan dan pemberhentian 
b. Sub bidang kebutuhan dan pengadaan pegawai mempunyai tugas pokok 
menyusun rencana pengadaan PNS daerah dan melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh kepala bidang  pengadaan dan pemberhentian 
Dalam menjalankan tugas pokok kepala sub bidang kebutuhan dan pengadaan 
pegawai mempunyai rincian tugas ; 
a. Menganalisis rencana kebutuhan pegawai 
b. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai ke menpan dan 
BKN melalui Gubernur 
c. Menyusun rencana formasi CPNS yang diterima dan 
mmengusulkan ke menpan 
d. Menerima formasi CPNS yang telah ditetapkan oleh menpan 
e. Mengumumkan formasi cpns yang akan diterima sesuai 
dengan juknis yang telah ditetapkan 
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f. Menerima dan menyeleksi berkas pelamar cpns 
g. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi CPNS 
h. Melaksanakan ujian seleksi penerimaan CPNS sesuai dengan 
juknis yang telah ditetapkan 
i. Mengumumkan nama-nama yang lulus ujian penerimaan 
CPNS 
j. Mengusulkan penetapan NIP ke BKN 
k. Memproses persetujuan NIP dari BKN 
l. Membuat SK CPNS sesuai persetujuan dari BKN 
m. Pelaksanaan administrasi kepegawaian tentang pengangkatan 
calon pegawai daerah dan pengangkatan menjadi PNS daerah 
n. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan 
kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan 
mengevaluasi hasil kerjanya 
o. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang kebutuhan dan 
pengadaan pegawai serta memberikan pertimbangan kepada 
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. 
2. Sub bidang pemberhentian dan pensiun 
a. Sub bidang pemberhentian dan pensiun dipimpin oleh seorang 
kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala bidang pengadaan dan pemberhentian 
b. Kepala bidang pemberhentian dan pensiun mempunyai tugas 
pokok mengelola pengelolaan administrasi pemberhentian serta 
pensiuan pegawai dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh 
kepala bidang pengadaan dan pemberhentian 
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Dalam melaksanakan tugas pokok kepala sub bidang pemberhentian dan 
pensiun mempunyai rincian tugas ; 
a. Memeriksa kelengkapan berkas PNS yang telah memasuki 
batas usia pensiun  
b. Mengirim berkas PNS yang memasuki batas usia pensiun 
golongan IV/b ke bawah dan kepresiden bagi golonga IV/c 
keatas  
c. Memeriksa berkas PNS yang bermohon pensiun dini 
d. Memeriksa berkas PNS yang akan diberhentikan 
e. Membuat nominatif daftar pns yng telah memasuki batas 
usia pensiun 
f. Memberitahuan kepada yang bersangkutan dan dari 
instansinya ke BUP 
g. Memproses pemberhentian pengawai yang diberhentikan 
dengan hormat dan hak pensiun 
h. Membuat SK walikota untuk pemberhentian pegawai 
dengan hormat dan hak pensiun 
i. Mengirim berkas PNS yang akan diberhentikan dengan 
hormat dengan hak pensiun untuk Gol III/a keatas kepada 
gubernur 
j. Memproses SK walikota Palopo untuk pemberhentian PNS 
dengan tidak hormat setelah ada rekomendasi dari tim 
bina aparatur dan bawasda 
k. Memeriksa kelengkapan berkas Taspen bagi PNS yang 
pensiun untuk dikirim ke PT Taspen 
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l. Mengirim kelengkapan berkas taspen bagi PNS yang 
meninggal dunia untuk pengurusan asuransi kematian 
m. Memeriksa kelengkapan berkas Taspen bagi 
pensiunan/ahli waris yang meninggal dunia 
n. Memeriksa kelengkapan berkas Bapetarum 
o. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk 
pelaksanaan kegiatan kepada bawahan 
p. Membuat tugas dan pemberian petunjuk pelaksaan 
kegiatan sub bagian pemberhentian dan pensiun serta 
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk 
menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. 
b. Bidang Mutasi 
1. Bidang mutasi dipimpin seorang kepala bidang yang dibawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala badan 
2. Kepala bidang mutasi mempunyai tugas pokok membantu kepala 
badan kepegawaian derah melaksanakan mutasi, penyusunan 
peraturan perundang-undangan daerah 1 bidang mutasi PNSD 
dan mengawai sub bidang mutasi jabatan, sub bidang mutasi 
kepangkatan serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan 
oleh kepala badan 
Dalam menjalankan Tugaa Pokok, Kepala Bidang Mutasi mempunyai 
rincian tugas : 
a. Penyiapan penyusunan peraturan perundangan-undangan daerah 
di bidang mutasi PNSD sesuai norma, standar dan prosedur yang 
ditetapkan pemerintah 
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b. Pelaksaan perpindahan wilayah kerja dan anatar instansi pegawai 
negeri sipil daerah 
c. Pelaksaan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis 
bidang mutasi kepegawaian 
d. Pelaksaan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 
dan fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Pelaksaan administrasi perpindahan wilayah kerja dan antar 
instansi serta mutasi pegawai lainnya. 
f. Persiapan administrasi kenaikan pangkat PNSD 
g. Pendistribusian administrasi tugas dan pemberian petunjuk 
pelaksaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil 
kerjanya 
h. Membuat laporan hasil kegiatan bidang mutasi jabatan serta 
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjasi 
bahan dalam penentuan kebijakan. 
Bidang Mutasi terdiri atas : 
1. Sub bidang mutasi dan kepangkatan 
a. Sub mutasi dan kepangkatan dipimppin oleh seorang kepala sub bidang 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang 
mutasi 
b. Kepala sub bidang mutasi kepangkatan mempunyai tugas pokok : 
menyiapkan dan melaksanakan administrasi mutasi kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala, pengangkatan kembali, pengangkatan calon 
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pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang mutasi 
Dalam menjalankan tugas pokok, kepala sub bidang mutasi kepangkatan 
mempunyai rincian tugas ; 
a. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala 
b. Pengelolaan administrasi pengangkatan dalam jabatan fungsional 
c. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk memonioring dan 
mengevaluasi hasil kerjanya. 
d. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang mutasi jabatan serta 
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi 
bahan dalam penentuan kebijakan 
2. Sub bidang mutasi kepangkatan 
a. Sub bidang mutasi kepangkatan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bidang mutasi 
b. Kepala sub bidang mutasi kepangkatan mempunyai tugas pokok 
menyiapkan dan melaksanakan administrasi mutasi kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala, pengangkatan kembali, pengangkatan calon 
pegawai negeri daerah menjadi pegawai negeri serta melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang mutasi 
Dalam menjalankan tugas pokok, kepala sub bidang mutasi kepangkatan 
mempunyai rincian tugas : 
a. Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat dan gaji berkala 
b. Pengelolaan administrasi pengangkatan dalam jabatan fungsional 
c. Pendistribusian tugas dan pemberikan petunjuk memotonitoring 
dan mengevaluasi hasil kerjanya. 
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d. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang mutasi kepangkatan 
serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk 
menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. 
d. Bidang pengembangan pendidikan dan latihan 
1. Bidang pengembangan pendidikan dan latihan dipimpin seorang 
kepala bidang yang dibawahi dan bertanggungjawab kepala badan 
2. Kepala bidang pengembangan pendidikan dan latihan mempunyai 
tugas pokok : melaksanakan pengembangan pendidikan dan 
pelatihan, merencanakan kebutuhan pegawai dan ujian dinas, 
membimbing mengendalikan dan mengawasi sub bidang diklat 
struktural dan diklat fungsional, sub bidang pengembangan dan 
evaluasi kinerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
kepala badan. 
Dalam menjalankan Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan 
dan Latihan mempunyai rincian tugas : 
a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
b. Pelaksaaan perencanakan kebutuhan diklat 
c. Pelaksaaan ujian dinas 
d. Pelaksanaan pengembangan karir pegawai negeri sipil 
e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksaan kegiatan 
kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil 
kerjanya 
f. Membuat laporan hasil kegiatan bidang pengembangan 
pendidikan dan latihan serta memberi saran pertimbangan kepada 
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan.  
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Bidang pengembangan pendidikan dan latihan terdiri atas : 
2. Sub bidang diklat struktural dan diklat fungsional 
a. Sub bidang diklat struktural dan fungsional dipimpiin oleh seorang kepala 
sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala 
bidang pengembangan pendidikan dan latihan 
b. Sub bidang diklat struktural dan fungsional mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan data dan menginventarisasi pegawai yang telah 
memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat struktural dan diklat 
fungsional, mengelola penerimaan calon siswa yang akan mengikuti 
tugas belajar serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
bidang pengembangan pendidikan dan latihan 
Dalam menjalankan tugas pokok kepala sub bidang diklat struktural dan diklat 
fungsional mempunyai rincian tugas : 
a. Pengelolaan petunuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan diklat struktural dan diklat fungsional 
b. Pengelolaan pengumpulan data dan menginventarisasi pegawai 
yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat struktural 
dan diklat fungsional 
c. Pengelolaan penerimaan calon siswa yang kan mengikuti tugas 
belajar/diklat 
d. Pengelolaan rencana, jumlah pegawai yang akan mengikuti diklat 
strutural dan diklat fungsional di lingkup pemerintah kota 
e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kegiatan kepada 
bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya 
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f. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang diklat struktural dan 
diklat fungsional serta memberi saran pertimbangan kepada 
pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. 
3. Sub bidang pengembangan dan evaluasi 
a. Sub bidang pengembangan dan evaluasi dipimpin oleh seorang 
kepala sub bidang pengembangan pendidikan dan latihan 
b. Kepala bidang pengembangan dan evaluasi mempunyai tugas pokok 
mengola pengembangan dan evaluasi kinerja pegawai negeri sipil 
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 
pengembangan pendidikan dan latihan 
Dalam menjalankan tugas pokok kepala sub bidang pengembangan dan evaluasi 
mempunyai rincian tugas ; 
a. Pengolaan pengembangan dan evaluasi kinerja pegawai negeri 
sipil 
b. Pengolaan pengembangan karir dan produktivitas kerja pegawai 
negeri sipil 
c. Pengolaan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil 
d. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan 
kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan 
mengevaluasikan hasil kerjanya 
e. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang pengembangan dan 
evaluasi serta memberi saran pertimbangankepada pimpinan 
untuk menjadi bahan penentuan kebijakan.  
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e. Bidang pengolahan dan informasi kepegawaian  
1. Bidang pengolahan data dan informasi kepegawaian dipimpin oleh 
seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada kepala badan  
2. Kepala badan pengolahan data dan informasi kepegawaian 
mempunyai tugas pokok : melaksanakan pengolahan data dan 
pengolahan informasi kepegawaian membimbing, mengendalikan dan 
mengawasi sub bidang pengolahan dan dan pelaporan data dan 
pelaporan serta sub bidang informasi dan dokumentasi kepegawaian 
serta melaksakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 
Dalam menjalankan Tugas Pokok Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi 
Kepegawaian mempunyai rincian tugas  : 
a. Melaksakan pengolahan data pegawai negeri sipil daerah 
instansi pemerintahan kota palopo 
b. Melaksanakan pengolahan informasi pegawai negeri sipil 
daerah instansi pemerintah kota palopo 
c. Melaksanakan pengelolahan SIMPEG dengan penerapan 
sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SPAK) yang standar 
dan terintergrasi dengan BKN regional dan BKN pusat 
d. Melaksanakan pengolahan dokumen oegawai negeri sipil 
daerah instansi pemerintahan kota palopo 
e. Melaksanakan penyajian data dan informasi pegawai negeri 
sipil daerah instansi pemerintahan kota palopo 
f. Melaksaan pengusulan dan distribusi kartu pegawai 
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g. Mendistribusikan tugas, memberikana petunjuk dan bimbingan 
pelaksanakan kegiatan kepada kepala sub bidang pengolahan 
data dan pelaporan dan kepala sub bidang informasi dan 
dokumentasi kepegawaian serta staf yang menajdi 
bawahannya 
h. Membuat laporan hasil kegiatan bidang pengolahan data dan 
informasi kepegawaian serta memberi saran pertimbangan 
kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penntuan 
kebijakan. 
Bidang pengolahan dan informasi kepegawaian terdiri atas : 
1. Sub bidang pengolahan data dan pelaporan 
a. Sub bidang pengolaan data dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala 
sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala bidang 
pengolahan data dan informasi kepegawaaian 
b. Sub bidang pengolahan data dan pelaporan mempunyai tugas pokok : 
melaksanakan pengolahan data kepegawaian dan pengolaan pelaporan 
hasil kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
kepala bidang pngolahan data dan informasi kepegawaian. 
Dalam menjalankan tugas pokok, kepala sub bidang pengolahan data dan 
pelaporan kepegawaian mempunyai rincian tugas ; 
a. Melaksanakan pengumpulan data,verifikasi data, entri update data 
dan validasi data pegawai negeri sipil daerah instansi pemerintah 
kota palopo 
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b. Melaksanakan pengolahan data kepegawaian dengan aplikasi 
program sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang standar 
dan terintegrasi dengan BKN regional dan BKN Pusat 
c. Melaksanakan penyusunan buku induk pegawai negeri sipil 
daerah instansi pemerintah kota palopo 
d. Melaksanakan penyusunan daftra normatif pegawai negeri sipil 
daerah instansi pemerintah kota palopo 
e. Melaksanakan penyusunan daftar unit kepangkatan (DUK) 
pegawai negeri sipil daerah instansi pemerintah kota palopo 
secara berkala 
f. Mendistribuskan tugas, memberikan petunjuk dan bimbingan 
pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya 
g. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang pengolahan data dan 
pelaporan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan 
untuk menjadi bahan dalam penentun kebijakan.  
2. Sub bidang infomasi dan dokumentasi kepegawaian 
a. Sub bidang informasi dan dokumentasikepegawaian dipimpin oleh 
seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada kepala bidang penglahan data dan informasi 
kepegawaian. 
b. Sub bidangn informasi dan dokumentasi kepegawaian mempunyai 
tugas pokok : melaksanakan pengolahan informasi dan dokumentasi 
kepegawaian, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
bidang penglahan data dan informasi kepegawaian. 
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Dalam menjalankan tugas pokok, kepala sub bidang informasi dan dokumentasi 
kepegawaian mempunyai rincian  tugas : 
a. Melaksanakan penyusunan buku profil pns instansi pemerintah 
kota palopo secara berkala 
b. Melaksanakan penyusunan bezetting pns pemerintah kota palopo 
secra berkala 
c. Melaksanakan pengolahan berupa penataan penyimpanan dan 
pemeliharaan dokumentasi pns pemerintah kota palopo secra 
berkelanjutan 
d. Melaksanakan penyajian data dan infoormasi kepegawaian 
lainnya yang diperlukan dan perencanaan dan kebijakan bidang 
kepegawaian 
e. Mendistribusikan tugas memberikan petunjuk dan bimbingan 
pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil 
kerjanya 
f. Membuat laporan hasil kegiatan sub bidang informasi dan 
dokumentasi kepegawaian serta memberi saran pertimbangan 
untuk menjadi bahan penentuan kebijakan 
 
IV.2 Hasil Penelitian  
Dalam subbab ini penulis akan memaparkan temuan di lokasi penelitian 
tentang hal yang berkaitan dengan  pengukuran kinerja Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo berdasarkan  tahapan-tahapan yang telah dijelaskan pada 
kerangka pikir. Berdasarkan skema kerangka pikir yang telah penulis paparkan 
pada bab tinjauan pustaka bahwa untuk mengetahui pengukuran kinerja 
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organisasi maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, 
pembahasan hasil penelitian ini akan dikelompokkan sebagai berikut: 
IV.2.1 Tahapan Pengukuran Kinerja 
1. Penyusunan rencana kerja 
Perencanaan kerja berhubungan dengan masa yang akan datang, 
implikasi, perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi/ predeksi, penjadwalan 
kegiatan, memonitoring dan evaluasi. Rencana kerja dapat diartikan sebagai 
suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan 
sistematis yang dibuat untuk rentan waktu yang telah ditentukan suatu 
organisasi. Rencana kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam 
menjalankan rutinitas roda organisasi. Rencana kerja juga digunakan sebagai 
sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi. 
Untuk melihat efektivitas kinerja dari perencanaan kerja, maka terlebih 
dahulu dapat ditelusuri sejauhmana rencana strategis yang sudah ditetapkan 
oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo. Sedangkan untuk 
menyusun rencana strategis yang ada, dengan mengacu pada visi dan misi 
organisasi BKD Kota Palopo. Berdasarkan rencana strategis BKD Kota Palopo 
Tahun 2013-2018 tentang visi, misi, tujuan dan strategi serta kebijakan 
menyebutkan bahwa Visi BKD Kota Palopo yaitu : Mewujudkan Aparatur yang 
Profesional Melalui Percepatan Pelayanan Kepegawaian dan Optimalisasi 
Pembinaan PNS. Sedangkan misi BKD Kota Palopo yaitu :  
1) Mengembangkan suasana kerja yang kondusif di lingkungan BKD Kota 
Palopo 
2) Mendorong terwujudnya profesionalisme aparatur 
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3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan administrasi 
kepegawaian 
4) Meningkatkan kualitas pengelilaan dan pelayanan manajemen kepegawaian 
pembinaan karir dan prestasi kerja PNS 
5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur 
6) Meningkatkan kesejahteraan pegawai 
Berangkat dari visi dan misi organsasi BKD Kota Palopo, maka 
selanjutnya akan disusun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKD Kota Palopo. 
Dari tupoksi tersebut akan terlihat jelas arah tujuan kerja dari Badan 
Kepegawaian Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi BKD Kota Palopo adalah 
mengelola seluruh hal-hal yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang ada 
di Kota Palopo.  
Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Drs. Muh. A. Nur 
Palulu yang mengatakan bahwa : 
“..dalam penyusunan rencana strategis didasarkan pada visi misi BKD, 
kemudian kami menetapkan rencana program kerja yang ada untuk kami 
implementasikan”. 
 
Dari penjelasan narasumber tersebut diperoleh informasi bahwa langkah-
langkah dalam menyusun rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Palopo secara konseptual maupun praktis harus mengacu pada visi, misi, dan 
tupoksi organisasi yang akan menjadi rencana strategis BKD Kota Palopo. Dari 
rencana strategis tersebut kemudian diturunkan ke beberapa tujuan-tujuan 
strategis organisasi BKD Kota Palopo.  
Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, maka selanjutnya 
akan menghasilkan rumusan atau informasi rencana kerja tahunan. Tujuan-
tujuan strategis tersebut menggambarkan bidang-bidang kerja yang ada di unit 
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organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. Sehingga rencana kerja 
tahunan yang telah disusun dengan sendirinya terdistribusi ke setiap bidang kerja 
yang ada di BKD Kota Palopo. Berikut ini Rencana Kerja Tahunan Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Palopo Tahun 2013 : 
a. Program pelayanan administrasi perkantoran 
b. Program peningkatan sarana prasarana aparatur  
c. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 
d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
f. Program pendidikan dan kedinasan 
g. Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur 
h. Program pembinaan dan pembinaan aparatur 
Berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun, kemudian akan 
didistribusikan ke dalam pekerjaan di setiap bidang kerja yang ada dalam unit 
kerja BKD Kota Palopo. Sehingga untuk mengukur kinerja organisasi BKD 
berdasarkan rencana kerja, maka diteliti lebih jauh mengenai rencana kerja yang 
telah disusun.  
Berkaitan dengan Rencana Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Palopo, berikut petikan wawancara dengan Bapak Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo, Bapak Drs.Muh.A.Nur.Palulu : 
“Kalau masalah renja setiap tahun kita mengadakan rapat untuk menentukan 
program kedepan, kan renja itu turunan dari rencana strategis kota palopo jadi 
pasti kiita menyusun program kerja berpatokan dari situ. Hasilnya kita kan bisa 
liat di lakip semua pertanggungjawabannya disitu “ 
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang pengolahan dan 
informasi kepegawaian Bapak A.Ishadi Makkasau.S.stp, Berikut petikan 
wawancara beliau : 
“renja itu turunan dari renstra Kota Palopo jadi kalau menyusun kita berpatok 
pada itu dan pasti visi misi kita sendiri, kalau dari tahun ke tahun tidak terlalu 
banyak perubahan tentang program paling cuman beberapa yang menjadi 
inovasi terbaru”  
 
Begitu pun yang di ungkapkan oleh Kepala Bagian  penngembangan, pendidikan 
dan pelatihan Bapak  Tirmidzi Saide. SE. Msi. Berikut petikan wawancara beliau : 
“iya renja disini kita susun tapi sebelumnya kita lihat dulu renstranya palopo, 
selama ini semua kegiatan berjalan baik dibidang saya, saya usahakan berhasil 
100 % kadang masih ada yang tidak berjalan itupun karena pengaruh teknis lah. 
Kalau programnya hampir sama lah dari tahun ketahun cuman beberapa yang 
ditambah” 
  
Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo telah melakukan penyusunan rencana  kerja setiap 
tahunnya. Program kerja yang berdasarkan pada rencana strategis yang 
ditetapkan Kota Palopo dan berpatokan pada visi misi BKD serta semua realisasi 
program per tahunnya tercantum dalam Lakip.  
Untuk rencana kerja tahun 2013, terdapat beberapa program yang 
kinerjanya tidak memuaskan, seperti pada program pelayanan administrasi 
perkantoran. Dimana program tersebut dijabarkan secara rinci kedalam sub 
pekerjaan yaitu izin pemeliharaan kendaraan dinas yang mampu direalisasikan 
sebanyak 3 unit dari rencana kerja 11 unit atau bila persentasikan pekerjaan 
hanya memperoleh hasil sebesar 27,27%. Sama halnya dengan program 
pembinaan aparatur, dimana subpekerjaan yaitu kegiatan monitoring dan 
evaluasi PNS serta dokumen LP2P PNS Kota Palopo memiliki kinerja 50% 
(untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran mengenai program kerja).  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo dilihat dari rencana kerja yang telah disusun dapat 
dikatakan tidak efektif.  
2. Analisis Pekerjaan dan Informasi mengenai pekerjaan 
Analisis pekerjaan merupakan proses pengumpulan informasi pekerjaan. 
Analisis ini berguna untuk membedakan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan 
yang lainya. Hal penting yang perlu diketahui bahwa informasi yang diperoleh 
dari analisis pekerjaan juga  digunakan untuk menyusun job description dan 
menyusun standar kinerja 
Pada tahapan ini terkait langkah menganalisis pekerjaan sehingga diperoleh 
informasi tentang pekerjaan yang diemban oleh pegawai BKD Kota Palopo. 
Informasi tentang pekerjaan terpaparkan dalam suatu dokumen analisis jabatan 
atau anjab. 
Berikut data mengenai analisis jabatan BKD Kota Palopo  
Peneliti berhasil memperoleh petikan wawancara dari Kepala BKD Kota 
Palopo Bapak Drs.A.Nur Palulu. Msi seputar anjab BKD Kota Palopo. Berikut 
petikan wawancara nya : 
“kalau anjab kita punya dan setiap kantor saya rasa punya, anjab itu sangat 
penting dikarenakan memang itu mengenai data tentang pegawai disini” 
 
Jika melihat dari petikan wawancara tersebut bahwa BKD Kota Palopo telah 
melakukan analisis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen analisis jabatan. 
Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai hal tersebut apakah ada 
hubungannya dengan pengukuran hasil kinerja pegawai dan informasi yang 
diperoleh yaitu : 
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“kalau mengukur kinerja kita masih pakai sistem lakip, jadi dari lakip sendiri kita 
bisa liat kinerja bkd sejauh mana, anjab saya rasa tidak terlalu berpengaruh 
untuk itu” 
 
BKD Kota Palopo telah melakukan analisis pekerjaan dan semua informasi 
tersebut tertera dalam anjab tetapi analisis pekerjaan tidak gunakan sebagai 
salah satu aspek dalam pengukuran kinerja. 
3. Job Description 
Deskripsi pekerjaan (job description) adalah suatu deskripsi mengenai 
aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Job Description berisi 
tentang tugas, tanggung jawab suatu jabatan. Pada tahapan ini semua informasi 
diperoleh dari dokumen analisis jabatan mengenai jabatan yang ada di BKD Kota 
Palopo, di Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo uraian Job Description 
terdiri dari Kepala Badan, Sekertariat terdiri atas Sub bagian umum dan 
kepegawaian,Sub bagian keuangan, dan  Sub bagian Penyusunan Program, 
Bidang Pengadaan dan Pemberhentian terdiri atasSub bidang kebutuhan dan 
pengadaan pegawai dan Sub bidang pemberhentian dan pensiun. Bidang Mutasi 
terdiri atas Sub bidang mutasi jabatan dan Sub bidang mutasi kepangkatan. 
Bidang Pengembangan Pendidikan dan Latihan terdiri Sub bidang Diklat 
struktural dan diklat fungsional dan Sub bidang pengembangan dan evaluasi 
kerja. Bidang Pengolaan Data dan Informasi Kepegawaian terdiri atas Sub 
bidang pengolahan data dan pelaporan dan Sub bidang informasi dan 
pengadaan pegawai. 
 Secara konseptual dalam job description salah satu hal yang diperhatikan 
yaitu mengenai kemampuan dan pengetahuan  untuk itu peneliti mengkonfirmasi 
kepada salah satu narasumber di BKD Kota Palopo, yaitu Bapak Hasan S,sos 
selaku sekertaris BKD Kota Palopo berikut petikan wawancaranya : 
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“tidak dipungkiri sekarang tidak semua berlatar belakang pendidikan 
pemerintahan tapi kalau kerja dia bagus punya skill tidak ada masalah dalam 
jabatan, selama ini pegawai disini kerjanya bagus malahan yang bukan latar 
pendidikan pemerintahan/sesuai pendidikan dan kerjanya justru kerjanya lebih 
bagus “ 
Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala BKD Kota Palopo Bapak Drs. A.Palulu 
berikut petikan wawancaranya : 
“kalau mau disesuaikan dengan latar belakang pendidikan sekarang susah, 
mungkin kalau dia sudah diposisinya dia bisa sekalian belajar,  tidak semua latar 
belakang pendidikan pemerintahan tapi kita bisa bimbing dia, kita arahkan 
bahkan kita ikutkan dia diklat supaya bisa belajar” 
 
Job description yang dilakukan oleh BKD Kota Palopo dimulai dari tingkat 
kepala badan sampai kepada kepala sub bidang, serta job description 
(penempatan posisi jabatan) belum berdasarkan latar belakang pendidikan. 
4. Standar Kinerja 
Secara teoritis bahwa standar kinerja adalah tolak ukur terhadap mana 
kinerja diukur agar efektif. Standar kinerja harus dihubungkan dengan hasil yang 
diinginkan dari se tiap pekerjaan. Fungsi dari adanya standar kinerja yaitu 
menjadi tujuan atau sasaran dari upaya pegawai. Jika standar telah terpenuhi 
maka pegawai akan merasakan adanya pencapaian dan penyelesaian. 
Di BKD Kota Palopo sendiri menurut informasi yang didapatkan bahwa tidak 
ada nya standar khusus atau standar yang disusun untuk menilai kinerja, standar 
kinerja yang dikenal dalam konteks pemerintahan pada umumnya yaitu Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang bertujuan mendapatkan 
informasi tentang kinerja di setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah berisi informasi mengenai tarrget serta capaian kinerja per 
tahun dan mengenai alokasi anggaran yang di gunakan sumber aparatur pada 
setiap tahunnya.  
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Di BKD sendiri penyusunan Lakip yang dijadikan standar kinerja/tolak ukur 
kinerja dianggap kurang efektif dimana penyusunan Lakip sendiri dilakukan oleh 
tim khusus, jadi tidak semua pegawai terlibat didalamnya. Dalam penyusunan 
Lakip, peneliti mewawancarai Kepala BKD Kota Palopo, Bapak 
Drs.A.Muh.Palulu, berikut petikan wawancaranya : 
“Kalau Lakip kiita ada tim khusus untuk menyusunnya setelah disusun baru saya 
periksa hasilnya, sejauh ini lakip yang ada selesai tepat bwaktu kita usahkan, 
nah didalam situ kita bisa liat kinerja BKD selama ini” 
 
Hal yang senada juga diungkapkan Kepala Bidang pengelolaan dan inforrmasi 
pegawai Bapak A.Ishadi Makkasau.S.stp. Berikut petikan wawancaranya : 
“Lakip itu ada tim penyusunnya khusus, kalau dibidang saya khususnya hanya 
menyetor hasil kerja per tahun nanti mereka yang susun” 
 
Hal itu pun diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pemberhentian 
BKD Kota Palopo. Ibu Megawati ST berikut petikan wawancaranya : 
“disini sama seperti intansi lainnya mungkin pakai lakip, jadi disitu setiap 
tahunnya kita jabarkan tentang apa yang dikerjakan selama satu tahun ini, tapi 
saya juga tidak tahu banyak karena saya cuman menyetor apa yang bidang saya 
kerjakan, jadi ada timnya yang menyusun” 
 
 
BKD Kota Palopo tidak memiliki standar kinerja yang khusus, setiap periode nya 
kinerja organisasi diukur dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah (Lakip). 
5. Indikator Kinerja  
Secara konseptual  indikator kinerja merupakan kuantitatif dan kualitatif yang 
telah disepakati dan ditetapkan, yang menggambarkan tingkat pencapaian 
suatau sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja, sulit untuk 
menilai kinerja (keberhasilan/ketidakberhasilan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pada akhirnya kinerja organisasi/unit kerja pelaksaaanya. 
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Berikut Indikator Kinerja yang telah dicapai oleh BKD Kota Palopo 
       (tabel 1 :Indikator kinerja) 
No. Indikator kinerja Target Capaian % 
1 Jumlah PNS Pensiun 100 PNS 91 PNS 91 
2 Jumlah pendidikan & 
pelatihan formal yang 
diikuti oleh PNS daerah 
2 PNS 0 PNS 0 
3 Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dalam 
1 tahun 
2 dokumen 2 dokumen 100 
4 Jumlah kegiatan 
pelaporan prognosis 
2 dokumen 2 dokumen 100 
5 Jumlah jenis pelaporan 
keuangan akhir tahun 
3 dokumen 3 dokumen 100 
6 Jumlah PNS yang 
mengkuti pendidikan 
penjenjangan struktural 
(Latpim II & III) 
14 orang 14 orang 100 
7 Jumlah PNS yang 
mengikuti pendidikan & 
pelatihan struktural 
 40 orang 40 orang 100 
8 Jumlah seleksi CPN 
yang diangkat untuk 
memenuhi kebutuhan 
formasi jalur honorer  
3101 orang 3101 orang 100 
9  jumlah penempatan 
(mutasi) PNS 
6 kegiatan 7 kegiatan 100 
10 Jumlah PNS yang naik 
pangkat 
1500sk 3502 sk 100 
11 Jumlah laporan data 
kepegawaian 
 
6 dokumen 7 dokumen 100 
12 Jumlah PNS yang 
diusulkan menerima 
penghargaan & 
pengabdian 
61 org 61 org 100 
13 Jumlah penanganan 
kasus PNS 
15 kasus 40 kasus 100 
14 Jumlah mahasiswa 
yang diusulkan 
menerima bantuan 
tugass belajar 
22 org 22 org 100 
15 Jumlah PNSD yang 
mengikuti bimbingan 
teknik dan ujian 
sertifikasi 
50 orang 50 orang 100 
16 Jumlah kegiatan 
laporan monitoring dan 
4 Triwulan 4 triwulan 100 
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evaluasi PNS 
17 Jumlah PNSD yang 
mengikuti ujian 
penyesuaian ijasah dan 
ujian dinas 
150 orang 91 orang 68,67 
18 Jumlah seleksi calon 
mahasiswa IPDN yang 
mengiktui seleksi 
penerimaan IPDN dan 
STKS 
2 kegiatan 50 
orang 
1 kegiatan 
34 orang 
68,00 
19 Jumlah CPNS yang 
mengikuti sosialisasi 
manajemen 
kepegawaian daerah 
300 orang 300 orang 100 
(Sumber : Lakip BKD 2013) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa relisasi dari indikator kinerja BKD Kota 
Palopo sebagian besar terealisasi 100 %, adapun yang tidak terealisasi dan tidak 
100 % yaitu pendidikan dan pelatihan, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan 
intern BKD yang ingin dilaksanakan diwaktu yang bersamaan kemudian ujian 
penyesuaian ijasah dan ujian dinas hal ini dikarenakan banyak pns yang naik 
jabatan tetapi tidak menyesuaikan dengan ijasah yang dimiliki sedangkan ujian 
dinas dikarenakan banyak berkas untuk ujian dari pns yang tidak lengkap, dan 
ujian seleksi mahasiswa IPDN hal ini dikarenakan ada calon mahasiswa yang 
tidak memenuhi syarat misalnya dalam hal berkas, ataupun gugur dalam tahap 
seleksi. 
Dalam hal ini BKD kota Palopo telah menetapkan indikator-indikator kinerja 
setiap tahunnya. Dari indikator-indikator inilah yang yang akan dituangkan 
kepada lakip, dan kemudian menjadi sistem pengukuran kinerja organisasi BKD.  
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan salah satu narasumber, yaitu Bapak Hasan 
S.sos selaku Sekertaris BKD Kota Palopo berikut petikan wawancaranya : 
“semua yang dikerjakan sesuai dengan indikator, jadi diliat apa yang dicapai apa 
yang tidak. Nanti semua per tahun dilakip, jadi per bidang menyampaikan apa-
apa yang mereka laksanakan dalam setiap tahun” 
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Hal tersebut juga diungkapkan Kasubag .Umum dan Kepegawaian Bapak Inayat 
Masri SE berikut petikan wawancaranya : 
“kita bekerja sesuai indikator, indikator kinerja memang ada tim juga yang susun 
kita sisa menjalankan, jadi semua program juga berpatok disitu” 
 
IV.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
Sesuai dengan hasil  penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis 
akan membahas hasil penelitian sesuai dengan konsep tahapan pengukuran 
kinerja. Tahapan tersebut meliputi rencana kerja, analisis pekerjaan dan 
informasi pekerjaan, job description, standar kinerja dan indikator kinerja. Adapun 
pembahasan hasil penelitian  sebagai berikut : 
IV. 3.1 Rencana Kerja 
 Secara teoritis perencanaan kerja merupakan berhubungan dengan masa 
yang akan datang, implikasi, perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi/ 
predeksi, penjadwalan kegiatan, memonitoring dan evaluasi. Rencana kerja ini 
akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda 
organisasi. Rencana kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan 
cita-cita organisasi. 
Dari hasil penelitian Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo telah 
melakukan sistem perencanaan kinerja. Dilihat dari setiap tahun nya BKD Kota 
Palopo menyusun rencana kerja yang merupakan turunan dari rencana strategis 
kota palopo kemudian rencana kerja yang disusun juga berdasarkan visi misi 
BKD Kota Palopo. Rencana kerja merupakan penjabaran dari Rencana strategis 
pemerintah Kota Palopo, kemudian rencana kerja dijabarkan ke dalam distribusi 
pekerjaan ke setiap bidang-bidang di dalam BKD Kota Palopo. Rencana kerja ini 
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menjadi  pegangan BKD Kota Palopo dalam menjalankan roda organisasi 
pemerintahan 
 IV.3.2 Analisis pekerjaan dan Informasi Pekerjaan 
Dalam menganalisis pekerjaan penting untuk diperhatikan berbagai aspek 
untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh 
organisasi.(Wirawan :2009) Aktivitas apa saja yang wajib dilakukan, mengapa 
harus melakukannya dan kapan harus dilakukan, serta ruang lingkup tanggung 
jawab apa saja yang diemban oleh seorang pegawai. Analisis pekerjaan 
merupakan karakteristik pekerjaan yang membedakan dengan pekerjaan lainnya, 
tugas dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan. 
Aspek yang dievaluasi dalam menganalisis pekerjaan  menurut Wirawan 
yaitu :Aktivitas, Perilaku kerja, Aktivitas kritikal, Tugas, Tanggung jawab, 
Kewajiban , Posisi, Pekerjaan, Okupasi, Karier, Deskripsi pekerjaan, Spesifikasi 
pekerjaan 
Hasil analisis pekerjaan ini juga bermanfaat untuk menyusun deskripsi 
pekerjaan, sistem evaluasi kinerja, menyusun standar kinerja, menyususn 
dimensi dan indikator instrument evaluasi kinerja dan digunakan sebagai penentu 
jenis instrument yang cocok untuk mengukur kinerja. 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo telah melakukan analisis pekerjaan 
yang semua terdapat pada dokumen analisis jabatan, namun analisis tersebut 
tidak berhubungan dengan sistem pengukuran kinerja yang diterapkan BKD Kota 
Palopo. Analisis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen yang disebut anjab 
tidak menjadi salah satu aspek dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja, 
anjab yang tersedia hanya sekedar dokumen yang dijadikan dokumen kantor. 
Dengan demikian tidak ada batasan yang dapat diperoleh organisasi dalam 
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mengukur capaian kinerja pegawai. Analisis pekerjaan yang seharusnya sebagai 
salah satu aspek yang digunakan untuk menentu sistem pengukuran kinerja 
ternyata tidak dilakukan dengan efektif. 
IV.3.3 Job Description 
Job description yaitu suatu deskripsi mengenai aktivitas yang dilaksanakan 
dalam suatu pekerjaan. Deskripsi tersebut juga meliputi  peralatan yang 
diperlukan untuk melaksanakan aktivitas dan konsis tempat pekerjaan dilaksana 
umumnkan (Wirawan :2009) 
Job description yang ada di BKD Kota Palopo dimulai dari tingkat kepala 
badan sampai pada kepala sub bidang. Job description yang dilakukan seperti 
yanag tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja.. Namun sama pada analisis pekerjaan 
sebelumnya bahwa BKD Kota Palopo tidak menggunakan job description yang 
ada sebagai aspek yang harus ada dalam penyusunan sistem pengukuran 
kinerja 
IV.3.4 Standar kinerja  
Standar kinerja adalah tolak ukur  terhadap mana kinerja diukur agar efektif. 
Untuk dapat digunakan sebagai standar kinerja atau tolak ukur maka harus 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Ada hubungan dengan strategi organisasi 
2. Mencerminkan keseluruhan tanggungjawab pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya 
3. Memperhatikan pengaruh faktor-faktor diluar kontrol pegawai 
4. Memperhatikan teknologi dan proses produksi 
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5. Sensitive mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan 
tidak dapat diterima 
6. Memberikan tantangan kepada pegawai 
7. Realistis 
8. Berhubungan dengan kerangka waktu pencapaian standar 
9. Dapat diukur dan alat ukur untuk mengukur standar 
10. Standar harus konsisten 
11. Standar harus adil 
12. Memenuhi ketentuan UU dan peratauran ketenagakerjaan (Wirawan 
:2009) 
 Standar kinerja harus dihubungkan dengan hasil kinerja  yang diinginkan dari 
setiap pekerjaan. Standar kinerja yang disusun harus dan selanjutnya terurai ke 
dalam tanggung jawab setiap jabatan yang diemban setiap individu di unit 
organisasi yang ada dalam organisasi, teramat penting bahwa segala 
persyaratan dalam menyusun standar kinerja harus memenuhi ketentuan UU dan 
peraturan, agar standar kinerja yang nantinya disusun memiliki landasan berpijak 
yang kuat. 
Dari hasil penelitian di BKD Kota Palopo tidak ada standar kinerja yang 
khusus dibuat , standar kinerja yang digunakan seperti standar kinerja yang 
digunakan di instansi pemerintah lainnya yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lakip) namun dalam penyusunannya dibentuk tim khusus 
untuk penyusunan dan tidak melibatkan satuan kerja BKD Kota Palopo, ini 
mencerminkan bahwa Lakip dianggap tidak  efektif. Lakip dianggap tidak efektif 
karena tidak memenuhi syarat standar kinerja yang harus dipenuhi salah satunya 
yaitu berhubungan dengan strategi organisasi. Lakip hanya mengurai tentang 
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capaian rencana kerja yang telah ditetapkan serta alokasi anggaran dalam satu 
tahun. Seperti yang menjadi syarat penyusunan standar kinerja yaitu 
berhubungan langsung dengan tujuan starategis, itu meliputi visi, misi, tujuan 
organisasi BKD, syarat lain yaitu member tantangan kepada pegawai, Lakip 
dianggap belum mampu memberi tantangan tersendiri, dari penyusunannya saja 
hanya melibatkan tim khusus dan tidak semua satuan kerja BKD Palopo, itu 
artinya tidak semua pegawai mengetahui hasil kinerja atau capaian kinerja 
mereka selama ini. Jadi Lakip pada saat ini diangggap tidak efektif untuk 
mengukur kinerja pegawai maupun organisasi. 
IV.3.5 Indikator Kinerja 
 Indikator Kinerja merupakan kuantitatif dan kualitatif yang telah 
disepakatii dan ditetapkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan.  
Setiap indikator kinerja harus diukur berdasarkan kriteria standar tertentu, 
beberapa kriteria atau ukuran tersebut adalah : 
Kuantitatif, Kualitatif, Ketepatan waktu pelaksanaan tugas/penyelesaian produk, 
Efektif penggunaan sumber organisasi, Cara melakukan pekerjaan, Efek atas 
suatu upaya, Metode pelaksanaan tugas, Standar sejarahStandar nol atau 
absolute (Wirawan : 2009) 
BKD kota palopo telah menyusun 19 indikator kinerja sebagai gambaran 
tingkat pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan. Realisasi dari indikator 
ini tidak efektif karena masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana 100 
% (sepenuhnya).  Indikator kinerja yang disusun diharapkan memberi gambaran 
kualitatif maupun kuantitatif tingkat capaian organisasi 
Terdapat lima tahapan pengukuran kinerja yaitu : 
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1. Penyusunan rencana kerja 
2. Analisis pekerjaan dan informasi mengenai pekerjaan 
3. Job description 
4. Standar kinerja 
5. Indikator kinerja 
Pengukuran kinerja Badan kepegawaian Daerah Kota Palopo dianggap tidak 
efektif karena dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja tidak melalui 
tahapan pengukuran kinerja sebagaimana yang dikatakan oleh Wirawan, tidak 
melaksanakan fungsi analisis pekerjaan sebagaimana mestinya, seharusnya dari 
analisis pekerjaan itu disusun job description,standar kinerja serta indikator 
kinerja, sedangkan di BKD Kota Palopo anjab hanya sebatas dokumen kantor 
mengenai data pegawai dan tidak terlibat menjadi aspek dalam pengukuran 
kinerja, hal ini dianggap tidak efektif.  Tidak ada standar kinerja khusus, BKD 
Palopo melakukan  pengukuran kinerja hanya menggunakan sistem Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan alur sebagai berikut :  
(Gambar : II) 
 
 
 
 
 
Dapat dijelaskan dari gambar di atas bahwa sistem pengukuran kinerja 
organisasi BKD Kota Palopo dimulai dari penyusunan rencana kerja kemudian 
langsung dengan menggunakan Lakip (dokumen yang berisi capaian kinerja dan 
alokasi anggaran setiap tahunnya) untuk mengukur kinerja organisasi., 
Rencana Kerja 
Laporan Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah (LAKIP) 
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sedangkan seharusnya pengukuran kinerja yang efektif itu memiliki tahapan 
mulai dari disusunnya rencaja kerja, analisis pekerjaan,job description,standar 
kinerja dan indikator kinerja yang menjadi aspek penting dalam sistem 
pengukuran kinerja.  
Lakip dianggap memiliki kelemahan yaitu sebatas mengukur hasil yang 
dicapai sebuah organisasi, tanpa berupaya untuk ikut terlibat dalam proses 
bagaimana membangun sebuah sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi. 
Terintegrasi dalam arti tidak hanya terkait pengukuran hasil kegiatan organisasi 
tetapi terlibat didalam proses membangun setiaap elemen-elemen organisasi 
yang beriorentasi pada manajemen kinerja organisasi.  
Untuk itu diharapkan BKD Kota Palopo menyusun sistem pengukuran kinerja 
yang baru sesuai dengan tahapan penyusunan yang efektif dan berlandaskan 
UU dan peraturan yang berlaku, melibatkan seluruh elemen kerja yang ada di 
organisasi serta tidak hanya beriorentasi pada hasil kinerja tetapi menjadi bagian 
dari organisasi dalam arti sebagai faktor yang menantang untuk pegawai 
meningkatkan kinerjanya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
1. Sistem pengukuran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo saat 
ini menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lakip), sistem ini dianggap tidak efektif karena sistem Lakip hanya 
berfokus pada capaian organisasi tanpa terlibat menjadi elemen dalam 
meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian dikatakan tidak efektif karena 
dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja BKD Kota Palopo tidak 
melakukan tahapan pengukuran kinerja. 
2. Sistem pengukuran kinerja yang saat ini digunakan belum merupakan 
sebuah sistem pengukuran yang terintegrasi dengan tujuan stratejik 
organisasi. Kriteria pengukuran kinerja yang efektif adalah sistem 
pengukuran yang berdasar pada tujuan dan visi misi organisasi. 
3. Dari ke lima tahapan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa di 
BKD Kota Palopo : 
a. Penyusunan Rencana Kerja 
BKD Kota Palopo telah menyusun encana kerja yang merupakan turunan 
dari rencana strategis kota palopo kemudian rencana kerja yang disusun 
juga berdasarkan visi misi BKD Kota Palopo 
b. Analisis pekerjaan  
Analisis pekerjaan di BKD Kota Palopo dimuat dalam dokumen yang 
disebut analisis jabatan, namun dokumen anjab tidak digunakan sebagai 
salah satu elemen dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja 
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c. Job Description 
Job description di BKD Kota Palopo dimulai dari kepala BKD sampai pada 
sub bagian, Job Descriptiton pun dimuat dalam dokumen analisis jabatan 
dan itu sama hal nya [pada tahapan sebelum nya bahwa BKD Kota 
Palopo tidak menjadikan job description sebagai elemen dalam sistem 
pengukuran kinerja 
d. Standar Kinerja  
Tidak ada standar khusus di BKD Kota Palopo, standar kinerja yang 
digunakan sama seperti organisasi publik pada umumnya yaitu 
menggunakan LAKIP 
e. Indikator Kinerja 
Adapun indikator kinerja yang disusun sebagai patokan dalam 
melaksanakan pencapaian program kerja. BKD Palopo telah menetapkan 
indikator kinerja, ini masih dianggap kurang efektif karena masih ada 
indikator yang tidak terlaksana 100% 
V.2 Saran  
1. Sistem pengukuran kinerja yang saat ini diterapkan supaya segera 
diperbaharui dengan mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja 
dengan tujuan stratejik organisasi bukan sekedar realisasi program 
2. Membuat  sistem pengukuran kinerja sesuai dengan tahapan yang ada 
sehingga tidak hanya terfokus pada output saja. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Berikut Program kerja tahun 2013 yang dilaksanakan BKD Kota Palopo 
             
Program  Indikator kinerja Target realisasi % 
Program 
pelayanan 
administras
i 
perkantora
n 
 jumlah surat dinas yang di 
buat selama 1 tahun 
600 Lbr/bln atau 
7200 lbr/bln 
6144 85,33 
 jumlah rekening telepon, 
rekening internet dan tv kabel 
yang dibayar dalam 1 tahun 
12 bulan  12 bulan 100,00 
jumlah izin pemeliharaan 
kendaraan dinas 
11 unit 3 unit 27,27 
jumlah laporan administrasi 
keuangan 
5 dokumen 5 dokumen 100,00 
jumlah petugas kebersihan 
yang bertugas 
1 org 1 org 100,00 
jumlah perbaikan peralatan 
pekerjaan 
35 kali 35 kali 100,00 
jumlah bahan bacaan & buku 
peraturan perundang-
undangan 
28800 2880 100,00 
jumlah PNS yang 
mengadakan perjalanan 
dinas keluar daerah untuk 
rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi 
203 kali 203 kali 100,00 
jumlah tim pengadaan 
barang & jasa PKK 
 
3 orang 
 
3 orang 
 
100,00 
 
jumlah tim pengolahan 
administrasi barang & jasa 
2 orang 2 orang 100,00 
 
Program 
kerja 
Indikator kinerja Target Realisasi % 
.program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
 
 
 
 
 
  
Jumlah pengadaan kendaraan 
dinas 
2 unit 2 unit 100,00 
Jumlah perlengkapan gedung 
kantor 
4 unit 4 unit 100,00 
Jumlah pengadaan peralatan 
gedung kantor 
12 unit 20 unit 100,00 
Jumlah pengadaan mebeluer 
kantor  
22 unit  0 unit 0 
Jumlah service suku cadang 
serta bbm kendaraan dinas 
10 kali 15 kali 100,00 
 Program fasili   jumlah PNS yang pensiun 
tas pindah/  
purna tugas 
PNS 
 
100 sk/org 91 sk/org 91,00 
Program  jumlah PNS yang mengikuti  
Peningkatan pendidikan dan pelatihan  
Kapasitas  formal 
Sumber daya 
aparatur  
2 org 0 org 0,00 
Program 
peningkatan 
pengembang
an sistem 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan 
Jumlah laporan capaian kinerja 
keuangan dalam 1 tahun (lakip & 
renstra) 
2 dokumen 2 dokumen 100,00 
Jumlah kegiatan laporan 
prognosis 
2 semester 2 semester 100,00 
Jumlah laporan akhir tahun 3 dok 3 dok 100,00 
Program 
pendidikan 
dan 
kedinasan 
Jumlah pendidikan jenjang  14 org 14 org 100,00 
Program 
pembinaan 
aparatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah PNS yang mengikuti 
seleksi tes untuk diangkat 
memenuhi kebutuhan formasi 
jalur honorer K2 
3101 3101 100,00 
Jumlah penempatan (mutasi) 
PNs serta PNS yang pindah 
wilayah 
6 kegiatan / 6 
kali 
7 kegiatan / 
7 kali 
100,00 
 
Jumlah PNS yang naik pangkat 1500 orang 3506 100,00 
Jumlah data kepegawaian yang 
dibuat 
6 dok  7 dok 100,00 
Jumlah PnS yang diusulkan 
menerima penghargaan 
 
61 orang 61 orang 100,00 
Jumlah penanganan kasus 
kasus PNS 
22 orang 22 orang 100,00 
Jumlah PNSD yang mengikuti 
bimbingan teknis dan ujian 
sertifikasi pengadaan barang 
dan jasa 
50 org 52 org 100,00 
Jumlah kegiatan laporan 
monitoring & evaluasi PNS serta 
dokumen LP2P PNS kota 
palopo 
4 triwulan 2 triwulan 50,00 
Jumlah PNSD yang mengikuti 
ujian penyesuaian ijasah dan 
ujian dinas 
 
 
150 org 91 org 68,67 
   
 
 
 
Jumlah calon mahasiswa IPDN 
yang mengikuti seleksi 
penerimaan IPDN 
2 kegiatan / 
50 org 
1 kegiatan / 
34 org 
68,00 
Jumlah CPNS yang mengikuti 
sosialisasi kepegawaian daerah 
300 org 300 org 100% 
(sumber data : Lakip BKD 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANALISIS JABATAN 
1 Nama Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
2 Unit Kerja : 
 Eselon II :  Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
 Eselon III :  
 Eselon I V :  
3 Ikhtisar Jabatan : 
Membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di 
bidang kepegawaian daerah serta melasankan tugas lain yang diberikan 
oleh walikota.  
 
4 Bahan Kerja 
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. Renja BKD Penyusunan Rencana 
Kegiatan BKD 
2. Peraturan Kepegawaian Pendistribusian tugas kepada 
bawahan 
3. Surat Masuk Pemberian petunjuk kepada 
bawahan 
7. Laporan dari Bawahan Pemberian petunjuk kepada 
bawahan 
8. Disposisi pimpinan Pemberian petunjuk kepada 
bawahan 
(sumber : anjab BKD 2013) 
 
5 Perangkat/Alat Kerja 
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 
1. Standar Operasional Prosedur Mengatur pelaksanaan tugas  
2. Peraturan perundang-undangan di 
bidang Kepegawaian 
Pelaksanaan pembinaan 
Kepegawaian 
3. Laptop Mendukung pelaksanaan 
tugas dan pekerjaan 
4. Kendaraan Dinas Mendukung pelaksanaan 
tugas dan pekerjaan 
 (sumber : anjab BKD 2013) 
 
 6 Tanggung Jawab: 
a. Keakuratan dalam penyajian laporan kepegawaian 
b. Ketepatan dalam Pembinaan tekhnis kepegawaian 
c. Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Pegawai 
d. Kelancaran Pengembangan pegawai 
e. Kelancaran Pelaksanaan Diklat pegawai 
f. Kerahasiaan dalam penyimpanan dokumen 
 
7 Wewenang: 
a. Menandatangani naskah-naskah Dinas 
b. Menggunakan Anggaran sesuai aturan. 
c. Mengarahkan dan membina bawahan/Menegur bawahan  
 
8 Korelasi Jabatan: 
 
No Jabatan Unit Kerja/  Instansi Dalam Hal 
1. Walikota/Wakil 
Walikota/Sekda 
Pemkot Palopo Pelaksanaan 
tugas laporan 
2. Pejabat berwenang 
pada unit 
kerja/Instansi/Lemb
aga terkait 
Instansi terkait Pelaksanaan 
tugas  
3. Pejabat Eselon II/III BKD Provinsi 
/BKN/Kemenpan 
Tugas Koordinasi 
bidang 
kepegawaian 
         (sumber : anjab BKD 2013) 
 
9. Syarat Jabatan: 
a. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina muda/ IV/b 
b. Pendidikan : S2 
c. Kursus/Diklat  
1) Penjenjangan : Diklatpim Tk.II 
2) Teknis : Diklat Teknis Kepegawaian 
d. Pengalaman kerja : Jabatan yang terkait kepegawaian 
e. Pengetahuan kerja : Peraturan di bidang Kepegawaian 
 f. Keterampilan kerja :  Mengoperasikan komputer 
g. Temperamen Kerja: 
1) Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk   
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 
2) Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 
kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi. 
3) Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan 
mempenagruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau 
pertimbangan mengenai gagasan. 
4) Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan 
peraturan, pembuatan pertimbangan aatau pembuatan peraturan 
berdasarkan kriteria yang diukur datau dapat diuji. 
5) Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang 
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang 
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan 
yang tertentu. 
6) Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki 
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau 
standar-standar tertentu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANALISIS JABATAN 
1. Nama Jabatan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 
2. Eselon II : Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
3. Eselon III : Sekretaris BKD 
4. Eselon I : 
5. Ikhtisar Jabatan : 
 Membantu Kepala BKD dalam melaksanakan pelayanan tehnis Admnistrasi 
ketatusahaan, ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan dan kearsipan 
dilingkungan BKD serta mempersiapkan bahan penyuluhan Perundang-undangan 
kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Badan 
6. Bahan Kerja: 
  
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. Renja BKD Penyusunan Rencana Kegiatan 
BKD 
2. Peraturan 
Kepegawaian 
Pendistribusian tugas kepada 
bawahan 
3. Surat Masuk Pemberian petunjuk kepada 
bawahan 
7. Laporan dari 
Bawahan 
Bahan laporan kepimpinan 
8. Disposisi 
pimpinan 
Untuk proses lebih lanjut 
(sumber : anjab BKD 2013) 
7. Perangkat/Alat Kerja: 
  
No Perangkat Kerja 
Digunakan Untuk 
Tugas 
1. Standar Operasional 
Prosedur 
Mengatur pelaksanaan 
tugas  
2. Peraturan perundang-
undangan di bidang 
Kepegawaian 
Pelaksanaan 
pembinaan 
Kepegawaian 
3. Laptop/Printer Mendukung 
pelaksanaan tugas dan 
pekerjaan 
(sumber : anjab BKD 2013) 
 
8. Tanggung Jawab: 
 1 Keakuratan dalam penyajian laporan kepegawaian 
2 Kelancaran Pembinaan tekhnis kepegawaian 
3 Kelancaran Surat Menyurat 
9. Wewenang: 
1 Menandatangani naskah-naskah Dinas 
2 Mengarahkan dan membina bawahan/Menegur bawahan  
 
10. Korelasi Jabatan: 
No Jabatan Unit Kerja/  Instansi Dalam Hal 
1. Walikota/Wakil 
Walikota/Sekda 
Pemkot Palopo Pelaksanaan 
tugas laporan 
2. Kepala 
BKD/Pejabat 
Eselon III/eselon 
IV/Staf  di BKD 
BKD Pelaksanaan 
tugas  
3. Pejabat berwenang 
pada unit 
kerja/Instansi/Lemb
aga terkait 
Instansi terkait Koordinasi 
        (sumber : anjab BKD 2013) 
11. Syarat Jabatan: 
1 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a 
2 Pendidikan : S2 
3 Kursus/Diklat  
Penjenjangan : Diklatpim Tk.III 
Teknis  : Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian 
4 Pengalaman kerja : 
5 Pengetahuan kerja : Peraturan di bidang Kepegawaian 
6 Keterampilan kerja : Mengoperasikan komputer 
 
13. Temperamen Kerja: 
a. Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk   
kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 
b. Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan 
kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan 
kriteria rangsangan indera atau atas dasar pertimbangan pribadi. 
 c.  Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang 
berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang 
sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan 
yang tertentu. 
d. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki 
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANALISIS JABATAN 
1. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan 
Latihan 
. 
2. Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah 
 Eselon I
  
: - 
 Eselon II : Badan Kepegawaian Daerah 
 Eselon III
  
: - 
 Eselon IV :  
 
3. Ikhtisar Jabatan :  
 Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan, merencanakan 
kebutuhan pegawai dan ujian dinas, membimbing, mengendalikan dan 
mengawasi Sub Bidang Diklat Strukutraldan Diklat Fungsional, Sub Bidang 
Pengembangan dan Evaluasi Kinerja serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan.  
 
4. Bahan Kerja :  
                                                        
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. Undang-Undang Kepegawaian Pedoman penilaian kinerja bawahan 
2. Peraturan Menteri terkait Pedoman pelaksanaan kegiatan 
3. Peraturan Walikota tentang 
Uraian Tugas 
Pedoman menjalankan tugas pokok dan 
fungsi 
4. Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran 
Penyusunan program kegiatan  
5. Surat Keputusan Tim Kegiatan  Petunjuk pelaksanaan kegiatan 
6. Standard Operating Procedure 
(SOP) 
Penyusunan langkah-langkah dalam 
pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan  
7. Peraturan tentang Sistem 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Pedoman dalam mengelola keuangan 
8. Peraturan tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah 
Petunjuk dalam pengelolaan asset 
9. Peraturan  tentang Keuangan 
Negara 
Petunjuk pelaksanaan tugas 
 
 
  
 
10. Peraturan  tentang 
Perbendaharaan Negara 
Petunjuk teknis pengelolaaan keuangan 
11. Peraturan tentang Pedoman 
Pelaksanaan Review atas 
Laporan Keuangan Daerah. 
Petunjuk dalam pembuatan laporan 
keuangan 
12. Disposisi pimpinan Pembagian pelaksanaan tugas 
13. Dll Petunjuk pelaksanaan tugas 
 (sumber data : anjab BKD 2013) 
5. Perangkat/ Alat Kerja 
 
: 
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 
1. ATK Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan 
2. Flash Disk Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam 
bentuk soft copy 
3. Laptop/Komputer Mempelajari Rencana stratejik, visi misi daerah, 
dokumen yang lain serta memeriksa laporan 
kegiatan dalam bentuk soft copy  
4. Telepon/Fax Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan 
semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan 
5. Printer Untuk mencetak dokumen 
6. Dll Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan 
 (sumber : anjab BKD 2013) 
6. Tanggung Jawab :  
 a. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan rencana stratejik; 
 b.  Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan kebijakan teknis; 
 c. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ditetapkan 
dalam DPA; 
 d. Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP; 
 e. Kualitas pembinaan dalam rangka pengawasan yang berkesinambungan; 
 f. Kualitas kinerja bawahan yang terjamin; 
 g. Ketetapan pelaksanaan tugas dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku. 
7. Wewenang :  
 a. Menetapkan rencana stratejik dan program kerja badan; 
 b. Menetapkan kebijakan Badan terkait; 
 c. Meminta usulan program pembardayaan di setiap Kabupaten; 
 d. Meminta laporan kinerja bawahan; 
  e. Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan; 
 f. Melakukan pembinaan kinerja dan karier bawahan. 
 
9. Korelasi Jabatan 
 
: 
                      
 
               
No Jabatan Unit Kerja/  Instansi Dalam Hal 
1. Pejabat kementerian 
dan non kementerian 
terkait 
Kementerian dan non 
kementerian terkait 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
2. Walikota Pemerintah Kota 
Palopo 
Menerima penugasan, 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
3. Sekretaris Daerah Sekretariat Kota Palopo Koordinasi dan 
sinkronisasi 
4. Asisten Bidang terkait Sekretariat Kota Palopo Koordinasi dan 
sinkronisasi 
5. Inspektur Inspektorat Kota Palopo Koordinasi dan 
pengawasan 
6. Kepala Badan Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo 
Sinkronisasi, 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
7. Kepala Badan/Dinas Pemerintah Kota 
Palopo 
Sinkronisasi, 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
8. Sekretaris/ Kepala 
Bidang 
Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo 
Memberikan 
Penugasan, Konsultasi 
dan Pengarahan 
9. Kepala Bidang Bagian Umum 
Sekretariat Kota Palopo 
Sinkronisasi dan 
Koordinasi 
10. Kepala Sub 
Bagian/Bidang 
Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo 
Memberikan 
Penugasan, Konsultasi 
dan Pengarahan 
       (sumber :anjab BKD 2013) 
 
10. Syarat Jabatan :  
 a. Pangkat/Gol. Ruang : Penata  – III/d 
 b. Pendidikan : S-1 Ilmu Ekonomi/Sosial/Hukum/Manajemen 
 c. Kursus/Diklat : - Diklat Pim Tk.III 
    - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 
    - Diklat Perencanaan  
    - Diklat tentang Kepegawaian 
     - Diklat Training of Trainer 
    - Diklat Manajemen Stratejik 
 d. Pengalaman kerja : - Kepala Sub bagian/Bidang/Seksi 
 e. Pengetahuan kerja : - Pengetahuan tentang kepegawaian 
    - Peraturan tentang kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, dan pemerintahan 
    - Pedoman tentang acuan kerja dan Standard 
Operating Procedure (SOP) 
    - Peraturan Walikota tentang tugas pokok, 
fungsi dan rincian tugas jabatan struktural 
pada Badan Kepegawaian Daerah 
    - Konsep tentang administrasi, manajemen, 
organisasi, kepemimpinan dan pelayanan 
 f. Keterampilan kerja : - Kemampuan memimpin dan mengambil 
keputusan stratejik  
    - Kemampuan memecahkan masalah 
    - Kemampuan berkomunikasi efektif 
    - Kemampuan pelaksanaan tugas teknis dan 
administratif 
 h. Temperamen Kerja :  
  1. Kemampuan menyesuaikan diri menerima 
tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, 
mengendalikan atau merencanakan. 
  2. Kemampuan menyesuaikan diri dengan 
kegiatan yang mengandung penafsiran 
perasaan (Feeling), Gagasan (Idea), atau fakta 
(Fact) dari sudut pandangan pribadi   
  3. Kemampuan menyesuaikan diri dengan 
kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan 
pertimbangan atau pembuatan keputusan 
berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji 
   4. Kemampuan menyesuaikan diri untuk 
melaksanakan berbagai tugas, sering berganti 
dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya 
yang berbeda sifatnya, tanpa kehilangan 
efesiensi atau ketenangan diri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANALISIS JABATAN 
1. Nama Jabatan Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 
2. Unit Kerja 
 Eselon II :  Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
 Eselon III : Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 
 Eselon I V :  
3. Ikhtisar Jabatan : 
Membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas 
pengadaan Pegawai, Penerimaan CPNS, Pemberhentian dan Pensiun  
sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya target waktu 
dan kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
4. Bahan Kerja: 
   
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. Renja Bidang Pengadaan  Penyusunan Rencana Kegiatan  
2. Prosedur analisis 
Kebutuhan Pegawai 
Pendistribusian tugas kepada 
bawahan 
3. Peraturan dan Prosedur 
Penerimaan CPNS,  
Penyelesaian Penetapan 
NIP CPNS,  
Pemberian petunjuk kepada 
bawahan 
7. Data dan Berkas PNS 
yang memasuki Batas 
Usia Pensiun 
Pemberian petunjuk kepada 
bawahan untuk diproses 
selanjutnya Ke BKN 
8. Persetujuan Perpanjangan 
Usia Pensiun eselon 
II/Fungsional Tertentu 
Pembuatan SK Walikota 
9. Disposisi pimpinan Pelaksanaan tugas kedinasan 
lain 
        (sumber : anjab BKD 2013) 
 
5. Perangkat/Alat Kerja: 
   
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 
1. Peraturan perundang-
undangan di bidang 
pengadaan PNS 
Persiapan Penerimaan CPNS, 
Memeriksa kelengkapan berkas 
 Pengusulan Penetapan NIP CPNS, 
Karis/Karsu 
2. Peraturan perundang-
undangan di bidang 
pengadaan PNS 
Persiapan Penerimaan CPNS, 
Memeriksa kelengkapan berkas 
Pengusulan Penetapan NIP CPNS, 
Karis/Karsu 
3. Peraturan perundang-
undangan di bidang 
Pensiun PNS 
Memproses berkas Pensiun PNS 
dan berkas Taspen 
 
4. Laptop/kendaraan Dinas Mendukung pelaksanaan tugas 
dan pekerjaan 
        (sumber: anjab BKD 2013) 
6. Tanggung Jawab: 
a. ketepatan hasil analisis Kebutuhan Pegawai 
b. KetepatanUsulan formasi CPNS ke menpan 
c. Kelancaran  penerimaan CPNS 
d. Kelengkapan berkas usulan penetapan NIP CPNS. 
e. Ketepatan Penerbitan SK CPNS 
f. Kelancaran proses  berkas Pensiun dan taspen 
g. Kelayakan SK Perpanjangan Usia Pensiun 
 
7. Wewenang: 
Mengarahkan /Membina/Menegur  bawahan dalam menjalankan tugas dan 
Fungsi  
Melakukan penilaian Kinerja Bawahan 
Memparaf dan atau menandatangani naskah dinas 
 
8. Korelasi Jabatan: 
No Jabatan 
Unit Kerja/  
Instansi 
Dalam Hal 
1. Para Pejabat 
Eselon III/Eselon IV 
BKD Pelaksanaan 
tugas/konsultasi/koo
rdinasi laporan 
2. Pejabat 
III/IV/fungsional 
BKN Penyelesaian berkas 
Penagdaan Pegawai  
dan Pensiun 
3. Pejabat berwenang 
pada unit kerja/ 
Instansi/Lembaga 
terkait 
Instansi terkait Pelaksanaan tugas  
          (sumber : anjab BKD 2013) 
9. Syarat Jabatan: 
Pangkat/Gol. RuangPenata TK. I/ III/d 
Pendidikan : S.2 
Kursus/Diklat  
Penjenjangan : Diklatpim Tk.III 
Teknis : Diklat Manajemen Kepegawaian 
Pengalaman kerja : 
Pengetahuan kerja :Peraturan di bidang Kepegawaian 
Keterampilan kerja :Mengoperasikan komputer 
10. Temperamen Kerja: 
1 Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk   kegiatan 
memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 
2 Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, 
pembuatan pertimbangan aatau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria 
yang diukur datau dapat diuji. 
3 Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, 
atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan 
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu. 
4 Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki 
pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar-
standar tertentu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANALISIS JABATAN 
1. Nama Jabatan : Kepala Bidang Mutasi 
2. Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah 
 Eselon I
  
: - 
 Eselon II : Badan Kepegawaian Daerah 
 Eselon III
  
: - 
 Eselon IV :  
 
3. Ikhtisar Jabatan :  
 Membantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan mutasi, 
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah di bidang mutasi  
PNSD dan mengawasi Sub Bidang Mutasi Jabatan, Sub Bidang Mutasi 
Kepangkatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan. 
 
4. Bahan Kerja :  
                                 
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. Undang-Undang Kepegawaian Pedoman penilaian kinerja 
bawahan 
2. Peraturan Menteri terkait Pedoman pelaksanaan kegiatan 
3. Peraturan Walikota tentang 
Uraian Tugas 
Pedoman menjalankan tugas 
pokok dan fungsi 
 
 
 
4. Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran 
Penyusunan program kegiatan  
5. Surat Keputusan Tim Kegiatan  Petunjuk pelaksanaan kegiatan 
6. Standard Operating Procedure 
(SOP) 
Penyusunan langkah-langkah 
dalam pelaksanaan kegiatan atau 
pekerjaan  
7. Peraturan tentang Sistem 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Pedoman dalam mengelola 
keuangan 
 8. Peraturan tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Negara/ Daerah 
Petunjuk dalam pengelolaan asset 
9. Peraturan  tentang Keuangan 
Negara 
Petunjuk pelaksanaan tugas 
10. Peraturan  tentang 
Perbendaharaan Negara 
Petunjuk teknis pengelolaaan 
keuangan 
11. Peraturan tentang Pedoman 
Pelaksanaan Review atas 
Laporan Keuangan Daerah. 
Petunjuk dalam pembuatan 
laporan keuangan 
12. Disposisi pimpinan Pembagian pelaksanaan tugas 
13. Dll Petunjuk pelaksanaan tugas 
      (sumber : anjab BKD 2013) 
5. Perangkat/ Alat Kerja 
  
: 
              
 
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 
1. ATK Mendukung pelaksanaan tugas dan 
kegiatan 
2. Flash Disk Menyimpan data pelaksanaan tugas 
dinas dalam bentuk soft copy 
3. Laptop/Komputer Mempelajari Rencana stratejik, visi 
misi daerah, dokumen yang lain serta 
memeriksa laporan kegiatan dalam 
bentuk soft copy  
4. Telepon/Fax Mengkomunikasikan dan 
mengkoordinasikan semua hal-hal 
yang terkait dengan pekerjaan 
5. Printer Untuk mencetak dokumen 
6. Dll Mendukung pelaksanaan tugas dan 
kegiatan 
      (sumber : anjab BKD 2013) 
6. Tanggung Jawab :  
 a. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan rencana stratejik; 
 b.  Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan kebijakan teknis; 
 c. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ditetapkan 
dalam DPA; 
 d. Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP; 
 e. Kualitas pembinaan dalam rangka pengawasan yang berkesinambungan; 
 f. Kualitas kinerja bawahan yang terjamin; 
7. Wewenang :  
 a. Menetapkan rencana stratejik dan program kerja badan; 
  b. Menetapkan kebijakan Badan terkait; 
 c. Meminta usulan program pembardayaan di setiap Kabupaten; 
 d. Meminta laporan kinerja bawahan; 
 e. Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan; 
 
8. Korelasi Jabatan :  
                      
No Jabatan Unit Kerja/  Instansi Dalam Hal 
1. Pejabat kementerian 
dan non kementerian 
terkait 
Kementerian dan non 
kementerian terkait 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
2. Walikota Pemerintah Kota 
Palopo 
Menerima Penugasan,  
Koordinasi dan 
Konsultasi 
3. Sekretaris Daerah Sekretariat Kota Palopo Koordinasi dan 
sinkronisasi 
4. Asisten Bidang terkait Sekretariat Kota Palopo Koordinasi dan 
sinkronisasi 
5. Inspektur Inspektorat Kota 
Palopo 
Koordinasi dan 
pengawasan 
6. Kepala Badan Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo 
Sinkronisasi, 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
7. Kepala Badan/Dinas Pemerintah Kota 
Palopo 
Sinkronisasi, 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
8. Sekretaris/ Kepala 
Bidang 
Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo 
Memberikan 
Penugasan, Konsultasi 
dan Pengarahan 
9. Kepala Bidang Bagian Umum 
Sekretariat Kota Palopo 
Sinkronisasi dan 
Koordinasi 
10. Kepala Sub 
Bagian/Bidang 
Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palopo 
Memberikan 
Penugasan, Konsultasi 
dan Pengarahan 
      (sumber : anjab BKD 2013) 
 
 
 
 
 
  
ANALISIS JABATAN 
1. Nama Jabatan : Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian 
2. Unit Kerja  : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PALOPO 
 Eselon I   :  
 Eselon II .a :  
 EselonII.b :KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)    
3. Ikhtisar Jabatan : 
Melaksanakan pengolahan data dan pengelolaan imformasi 
kepegawaian,membimbing mengendalikan dan mengawasi sub.bidang 
pengolahan data dan pelaporan serta sub.bidang imformasi dan 
dokumentasikepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh kepala badan.             
 Bahan Kerja: 
       
No Bahan Kerja Penggunaan Dalam Tugas 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 
Bundle perorangan 
 
Internet 
 
Peremajaan data 
perangkat  perundangan  
Sebagai proses pengimputan data 
perorangan . 
 
Untuk jaringan web sapk bkn 
 
Pengimputan data bagi pns yang akan naik 
pangkat. 
Aturan yang mengatur dengan sapk 
         (sumber : anjab BKD 2013) 
Perangkat/Alat Kerja: 
No Perangkat Kerja Digunakan Untuk Tugas 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
Computer/lektop/jaringan 
/internet/webset /dll. 
 
 
Papan data 
 
 
Rak data  
Peremajaan data pns/untuk aplikasi sapk 
dengan web set bkn regional maupun bkn 
pusat. 
 
Bahan imformasi. 
 
 
Untuk penyimpanan dokumen pns 
 
 
 (sumber : anjab BKD 2013) 
 
 1. Tanggung Jawab : 
a. Tersusunnya rencana kegiatan pada bidang pengelolaan data dan 
imformasi kepegawaian 
b. Terselenggaranya kegiatan pada bidang pengelollan data dan imformasi 
kepegawaian. 
c. Penyusunan kebijakan teknis bidang 
d. Penyelenggaraan program kerja bidang 
e. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala 
sub bagian 
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan 
g. Terselenggaranya data sapk untuk pns yang akan naik pangkat. 
 
2. Wewenang: 
1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan data dan 
imformasi kepegawaian 
2 Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahan 
3 memastikan terwujudnya koordinasi antar unit kerja antar instansi terutama 
bkn 
4 Memberikan teguran terhadap bawahan yang tdak disiplin 
5 Melaksanakan pembinaan kepada bawahan 
6 Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan 
7 memantau pelaksaan program kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Korelasi Jabatan: 
No Jabatan 
Unit Kerja/  
Instansi 
Dalam Hal 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
Kepala bidang 
mutasi 
 
 
 
Kepala bidang 
pengadaan 
 
 
 
 Bappeda 
 
 
Bkn 
 
 
 
 
Badan 
kepegawaian 
daerah kota 
palopo 
 
Badan 
kepegawaian 
Daerah kota 
palopo 
 
Kepala Bappeda 
 
 
Bagian 
Inka/bidang 
mutasi 
 
Konsultasi  
idanKoordinas  
. 
  
 
 
Koordinasi 
 
 
 
 
Koordinasi/Konsu
ltasi 
 
 
Peremajaan NIP 
baru dan 
peremajaan data 
usul kenaikan 
pangkat. 
        (sumber : anjab BKD 2013) 
4. SyaratJabatan: 
1 Pangkat/Gol. Ruang  : pns Gol.III/d 
2 Pendidikan: S.1.semua jurusan 
3 Kursus/Diklat               
a. Penjenjangan : DiklatPimpinan/ Spama 
b. Teknis : diklat imformatika /diklat simpeg/diklat sapk 
4 Pengalamankerja : kepala bidang atau pejabat eselon IV yang 
mampu  
Menjalankan  computer. 
 
 
 
  
     
 
Kepala Badan 
Drs.Muh.A.Palulu 
Sekertaris 
Hasan S.sos 
 
Sub bagian penyusunan 
program 
Emi Ibrahim. S.sos 
Sub bagian keuangan 
 
Damaris. sos 
Sub bagian umum & 
kepegawaian 
Muh.Inayat Basri. SE 
m 
Bidang 
 pendidikan 
pengembangan&latihan 
 
Tirmidzi. SE 
Sub bidang diklat 
struktural & fungsional 
Syamsuriadi Nur. S.Stp 
Sub bidang pengembangan 
dan evaluasi kerja 
 
Rafi’ah Defretes.SH 
 
Bidang Mutasi 
Hj.Hasisah 
Sub bidang mutasi 
jabatan 
Irwan.ST.MH 
Sub bidang mutasi 
kepangkatan 
Awaluddin.S.sos 
Unit pelaksana 
teknis 
Bidang pengolahan data & 
informasi kepegawaian 
 
A.Ashadi Makkasau. 
 S.sTP 
Bidang pengadaan & 
pemberhentian 
Megawati .SH 
Sub bidang pengolahan 
& pelaporan 
Abbas.S.sos 
Sub bidang informasi & 
dokumentasi pegawai 
Dr.Gunawan ichan 
Sub bidang kebutuhan 
dan pengadaan pegawai 
Hamka.SE 
Sub bidang 
pemberhentian & 
pensiun 
Suarsi Jabbar.S.sos 
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